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INTISARI
Yosri, 2015 235 01 042

KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI PADA SUB
BAGIAN PROTOKOL DAN HUMAS BAGIAN TATA USAHA
PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

TORAJA UTARA

Skripsi, xvi him 80
Pembimbing: Dra. Gina Lucita L, MBA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan publik
bidang administrasi pada sub bagian Protokol dan Humas Tata Usaha Pimpinan
Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini adalah penelitian
deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan
data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun informan penelitian dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala
Bagian Tata Usaha Pimpinan, 1 orang Kepala Sub Bagian Protokol dan Humas,
dan 1 orang pegawai Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, 1 orang pegawai
Sekertariat Daerah, 1 orang pegawai protokoler dan humas dan 1 orang
masyarakat penggunan jasa layanan. Teknik analisis data yang digunakan
adalah model interaktif. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan
triangulasi sumber dan metode.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kualitas pelayanan
publik bidang administrasi pada Sub Bagian Protokol dan Humas Bagian Tata
Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara dilihat dari aspek
fasilitas  fisik  (tangible), kehandalan (reliability), daya tanggap
(responsiveness), jaminan (assurance), empati (empathy) yaitu: (1) Pada Sub
Bagian Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah
Kabupaten Toraja Utara belum memenuhi fasilitas pelayanan yang
memadai/cukup memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Fasilitas seperti genset kurang dioptimalkan sehingga ketika listrik mati maka
proses pelayanan pun juga akan berhenti total yang artinya masyarakat tidak
dapat mendapatkan pelayanan. Hal ini terjadi dikarenakan keterbatasan biaya
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dan belum ada dana yang diberikan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk
Proses Pengadaan. (2) Masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang
diberikan oleh Sub Bagian Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan
Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara dalam aspek reliability
(kehandalan) mengenai kehandalan dalam menangani setiap keluhan
masyarakat, handal dalam segi waktu dan ketepatan proses pelayanan (3)
Pegawai dalam hal membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan
khususnya masyarakat yang bingung dengan pelayanan sudah terlihat antara
petugas dan pengunjung yang saling berkomunikasi. (4) keamanan di Sub
Bagian Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah
Kabupaten Toraja Utara sudah menunjukan upaya meningkatkan kualitas
pelayanannya terkait memberikan rasa aman bagi masyarakat yaitu dengan
menempatkan tukang parkir yang ikut mengamankan keadaan di parkiran.(5)
Aspek empati (empathy), yang diberikan pihak pada Sub Bagian Protokol dan
Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja
Utara yaitu dengan memberikan kesan yang menyenangkan. Hal itu dapat
terlihat dari sikap petugas yang menerangkan dengan sejelas-jelasnya mengenai
prosedur pelayanan dan menerima Kritik maupun saran dengan sepenuh hati
sebagai interopeksi untuk layanan yang lebih baik.



ABSTRAK
Yosri, 2015 235 01 042

KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI PADA SUB
BAGIAN PROTOKOL DAN HUMAS BAGIAN TATA USAHA
PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

TORAJA UTARA

Skripsi, xvi him 80
Pembimbing: Dra. Gina Lucita L, MBA

This study aims to determine the quality of public service administration in the
sub-section Protocol and Public Relations Administration of the Regional
Secretariat of North Toraja District. This research is descriptive research using
qualitative approach. Technique of data collection is done by observation,
interview, and documentation. Technique of data collection is done by
observation, interview, and documentation.

The research informant in this research is 1 person Head of Administration
Division Leadership, 1 person Head of Sub Division Protocol and Public
Relations, and 1 employee Sub Division Administration Leader, 1 staff
Sekertariat Daerah, 1 person protokoler and PR and 1 people use of services.
Data analysis technique used is interactive model. The data validity check is
done by source triangulation and method.

The result of the research shows that the implementation of public service
quality of administration in Sub Division of Protocol and Public Relations of
Administration Division of Head of Regional Secretariat of North Toraja
Regency is seen from the aspects of tangible facilities, reliability,
responsiveness, assurance, , empathy (empathy), namely: (1) In Sub Division
Protocol and Public Relations Division of Administration Head of Regional
Secretariat of North Toraja Regency has not fulfilled adequate service facility /
sufficient enough to give service to society. Facilities such as genset less
optimized so that when the electricity died then the process of service will also
stop a total which means people can not get services. this occurred due to
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limited costs and no funds provided by the North Toraja District Government
for Procurement Process. (2) The community is satisfied with the services
provided by the Sub Division of Protocol and Public Relations of the
Administration Division of the Regional Secretariat of North Toraja Regency in
the reliability aspect of the reliability in handling any complaints of the
community, reliable in terms of time and accuracy of service process (3)
Employees in terms of helping people who need services, especially people
who are confused with the service has been seen between officers and visitors
who communicate with each other. (4) security in Sub Division of Protocol and
Public Relations Division of Administration Head of Regional Secretariat of
North Toraja Regency has shown efforts to improve the quality of its services
related to provide a sense of security for the community by placing a parking
attendant who helped secure the situation in the parking. 5) Aspects of empathy
(empathy), which is given to the Sub Division Protocol and Public Relations
Division of Administration Head of the Regional Secretariat of North Toraja
District is by giving a pleasant impression. It can be seen from the attitude of
the officer who explained clearly about the service procedure and received the
criticism and suggestion wholeheartedly as interopection for better service.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segjak diberlakukannya Otonomi Daerah, pelayanan publik menjadi ramai
diperbincangkan, karena pelayanan publik merupakan salah satu variabel yang
menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah. Apabila pelayanan
publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berjalan baik dan berkualitas,
maka pel aksanaan otonomi daerah juga dapat dikatakan berhasil.

Pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
memungkinkan terjadinya penyelenggaraan pelayanan dengan jalur birokras
yang lebih simpel, ringkas dan memberikan peluang pemerintah daerah dalam
meningkatkan kualitas pelayanan secara maksimal. Terwujudnya pelaksanaan
publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri pemerintahan yang baik (good
governance) sebagal tujuan dari pendayagunaan aparatur negara dan sebagal
konsekuensi logis bahwa pemerintahan dibentuk adalah untuk menyelenggarakan
pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah mempunya peranan penting untuk menyediakan layanan
publik yang prima bagi semua penduduknya sesuai yang telah diamanatkan dalam
Undang-Undang. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

pelayanan publik disebutkan pengertian pelayanan publik berikut:



“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Pelayanan Publik merupakan realisasi atau wujud nyata keberadaan konsep
administrasi publik. Administrasi Publik yang bertujuan untuk menyajikan
pelayanan yang baik, yang efisien, efektif, dan akuntabilitas. Pelayanan publik
sering diklasifikasikan sebagai jasa publik yang harus dilaksanakan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat.

Perbedaan diantara ketiga jenis pelayanan publik atau pelayanan umum
adalah sebagal berikut :

a). Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi privat, ini adalah
semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta,
misalnya rumah sakit swasta, PTS, perusahaan pengangkutan milik swasta.

b). Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan bersifat primer,
ini adalah semua penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh
pemerintah yang didaamnya pemerintah merupakan satu-satunya
penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak mau harus memanfaatkannya.
Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi, pelayanan penjara, dan
pelayanan perizinan.

¢). Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan bersifat sekunder,
ini adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan

oleh pemerintah, tetapi yang didaamnya penggunaklien tidak harus



menggunakannya karena adanya beberapa penyel enggara pelayanan, misalnya
program asuransi kerja, program pendidikan, dan pelayanan yang diberikan
oleh BUMN.
Sehubungan dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah,
keputusan Men-PAN RI No0.63 tahun 2003 memberikan pengertian pelayanan
publik sebagai berikut:

"Kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun
pel aksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan™.

Berkaitan dengan pengelompokan jenis-jenis pelayanan publik, keputusan
Men-PAN RI No.63 Tahun 2004 membedakan jenis-jenis pelayanan publik
menjadi tiga kelompok berikut:

1. Kelompok pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan
berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status
kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan
terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain
Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte
Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin
Mengemudi (SIM), lzin Mendirikan Bangungan (IMB), Paspor, Sertifikat
K epemilikan/Penguasaan Tanah dan sebagainya.

2. Kelompok pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai
bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan tel epon,
penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya.

3. Kelompok Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai
bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan
kesehatan, penyelanggaraan transportasi, pos, dan sebagainya.

Salah satu dari tiga jenis pelayanan publik yang didasarkan pada ciri-ciri
dari sifat kegiatan dalam proses pelayanan serta produk pelayanan yang

dihasilkan adalah pelayanan administratif.



Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003, dijelaskan bahwa:

“Pelayanan administratif adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit
pelayanan berupa kegiatan melaksanakan pengkajian bahan perumusan
kebijakan, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian
administrasi teknis di Bidang Sub Protokol dan Humas pada Bagian kegiatan
Tata Usaha Pimpinan, secara keseluruhan melaksanakan pengkajian bahan
perumusan kebijakan, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan
pengendalian administrasi teknis Pada Sub Bagian Protokol dan Humas
Bagian Tata Usaha Pimpinan, berupa dokumen. Misalnya, melaksanakan
urusan administratif yang meliputi penerimaan, pencatatan dan penyampaian
naskah dinas”.

Kualitas pelayanan administratif publik sudah menjadi kepentingan yang
urgent di masyarakat. Pemerintah wajib memberikan pelayanan kepada
masyarakat tanpa diskriminasi. Untuk mencapal pelayanan administrasi publik
yang berkualitas, paradigma dari birokrat harus dirubah dari orientasi kepada
kekuasaan menjadi melayani. Praktek-praktek birokrat dalam ha ini
mendahulukan pelayanan atasan, pada masyarakat sekarang bergeser pada
pelayanan pimpinan.

Peningkatan kualitas pelayanan adalah merupakan salah satu issu yang
sangat krusia dalam study mangjemen, baik dalam lingkup manajemen sektor
publik maupun mangemen sektor privat. Ha ini terjadi karena tuntutan
masyarakat terhadap perbaikan kwalitas pelayananan dari tahun ketahun menjadi
semakin besar sementara itu  praktik penyelenggaraan pelayanan tidak
mengalami perbaikan yang berarti. Banyak instansi pemerintah maupun badan

swasta dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatannya tidak melakukan

pencatatan-pencatatan yang cermat atau tidak memelihara dokumen-dokumen



yang lengkap padahal keterangan—keterangan tersebut penting untuk bahan
penilaian atau penyusunan program bagi perkembangaan organisasi tersebut.
Akibatnya hal tersebut sering sekali dirasakan bahwa pelayanan administrasi
yang diberikan dalam suatu organisasi tidak maksimal sehingga pelayanan yang
diberikan tersebut tidak melancarkan kehidupan dan perkembangan organisasi
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pelayanan publik menjadi sentral kebijakan reformas birokrasi yang
memiliki kompleksitas dan posis yang sangat strategis karena perbaikan
pelayanan publik di mata masyarakat masih dipandang berjalan ditempat sehingga
tujuan akhir dari pelayanan publik, yaitu guna mewujudkan kepuasan dan
kesgjahteraan masyarakat belum terwujud. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan,
teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis
menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan
dinamika tuntutan masyarakat.

Humas dan Keprotokolan memiliki peran penting dalam mengawal
Reformasi Birokras sebab reformas Birokrasi bertujuan membangun
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hubungan Masyarakat (Humas)
atau Publik Relations (PR) dan keprotokolan memiliki peran yang sangat
strategis dalam melakukan fungs mangemen dalam bidang komunikasi dan
informasi yang persuasif dan komunikatif untuk menciptakan hubungan yang
harmonis dengan publiknya melalui berbagai sarana kehumasan dalam rangka

menciptakan citra yang positif bagi instansi pemerintah.



Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Torgja Utara
merupakan salah satu unit kerja pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan
tugas pokok dan fungsi (tupoksi), yaitu: melaksanakan pengkajian bahan
perumusan kebijakan, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan
pengendalian administrasi teknis Pada Sub Bagian Protokol dan Humas Bagian
Tata Usaha Pimpinan. Agar instansi pemerintah Daerah Torgja Utara pada Bagian
Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah dapat bertindak secara efisien, efektif
maka pentinglah peranan Tata Usaha, Protokol dan Humas dalam memberikan
pelayanan administrasi yang berkualitas kepada setiap bagian-bagian dalam
instansi tersebut, sehingga setiap bagian tersebut dapat bekerja sesuai yang
diharapkan.

Tingginya intesitas surat undangan untuk permohonan menghadirkan
Bupati dan Pimpinan Sekretariat Daerah pada Sub Bagian Protokol dan
Hubungan Masyarakat (Humas) berimplikas kepada kesiapan Sub Bagian
Protokol dan Humas. Dalam hal ini, Sub Bagian Protokol dan Humas memiliki
tugas melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Protokol dan
Humas. Kedua bagian tersebut dituntut mampu mengatur sekaligus mengelolah
semua undangan kedinasan dan perjalanan dinas Bupati dan Sekretaris Daerah.
Selanjutnya, mereka dapat menghasilkan sebuah output berupa jadwal kegiatan
Bupati dan Sekretaris Daerah yang baik dan benar sesuai kaidah-kaidah dan
prosedur yang berlaku.

Daam melakukan tugas pelayanan administratif mengatur dan mengelolah

undangan kedinasan Sekretariat Daerah dan Bupati, terdapat sgumlah tahapan



yang perlu ditempuh untuk menghasilkan output jadwal kegiatan Bupati dan
Sekretaris Daerah serta pegawai Sekretariat Daerah. Tahapan tersebut meliputi
tahap awa yakni penyampaian surat undangan oleh panitia acara kepada Sub
Bagian Protokol dan Humas, yaitu menyigpkan upacara dan mengatur
keprotokolannya serta melakukan kerja sama dengan instansi lain dibidang
keprotokolan persiapan pelantikan sampai pada penjadwalan kegiatan Bupati,
Sekretaris Daerah, dan Pegawai Sekretariat Daerah dan konfirmasi kepada
panitia acara.

Pelayanan administrasi undangan kegiatan kedinasan Bupati dan Sekretaris
Daerah bukan merupakan pekerjaan yang mudah, dalam pelaksanaan tugas
pelayanan tersebut, tidak hanya memperhatikan bagaimana setiap tahapan dilalui,
melainkan bagaimana kualitas pelayanan dari setiap tahapan agar nantinya juga
mampu menghasilkan output yang berkualitas pula.

Berdasarkan pengamatan awal yang telah dilakukan di Kabupaten Torga
Utara, khususnya pada pelaksanaan pelayanan administras undangan kegiatan
kedinasan Bupati dan Sekretaris Daerah yang selama ini telah berjalan dengan
memperhatikan prosedur dan kaidah yang telah ditetapkan menjadi dasar/rujukan,
namun pelayanan administrass belum mampu memberikan kepuasaan kepada
pihak yang mengundang dalam ha ini SKPD/Instans Pemerintah,
Lembaga/Organisasi Non Pemerintah atau Masyarakat.

Tingginya permintaan untuk mengundang atau menghadirkan Bupati dan
Sekretariat Daerah pada sebuah acara/kegiatan dikarenakan fenomena saat

diberlakukannya Otonomi Daerah, menjadikan Bupati dan Sekretariat Daerah



menjadi sosok sentral dalam pelaksanaan pembangunan dan Pemerintahan di
Daerah.

Sebagai Pimpinan di Daerah, Bupati dan Sekretariat Daerah seringkali
mendapat undangan untuk menghadiri acara dari berbagai pihak, baik itu yang
datangnya dari SKPD/ Instanss Pemerintah, Lembaga/Organisasi Non
Pemerintah, atau masyarakat Bahkan intesitas undangan kegiatan kedinasan yang
masuk pada Sub Bagian Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan cukup
tinggi dan dapat dilihat padatable dibawah ini.

Tabel 1

Undangan Kegiatan Kedinasan Sekretariat Daerah pada Bagian Sub
Protokol dan Humas Pada Bagian Tata Usaha Pimpinan di Kabupaten

Toraja 2016

JUMLAH YANG MENGUNDANG YANG

g %’EAN UNKQNG LEMBAGA/ORG DI FFL?D'
SKPD/INSTANSI ANISAS| MASYAR
PEMERINTAH NON AKAT
PEMERINTAH

1. | Februari 45 10 6 20 a4
2. Maret 60 12 10 33 40
3. April 55 11 5 33 36

Sumber : Bagian Sub Protokol dan Humas Pada Bagian Tata Usaha Pimpinan 2016)

Ini menunjukkan bahwa tingkat pelayanan dalam ha pemenuhan undangan
sudah baik, namun dari hasil wawancara yang dilakukan masih sga ada
pernyataan dari pihak yang mengundang yang menyatakan kurang puas terhadap
pelayanan tersebut dan ketidakpuasan pihak yang mengundang menunjukkan

adanya pelayanan yang belum maksimal.



Ketidakpuasan yang disampaikan oleh pihak yang mengundang, seperti
kurangnya pegawai pengadministrasian, pengagendaan, dan petugas yang
meneruskan (membawa) surat kepada pimpinan untuk di disposisi, sehingga
proses pelayanan menjadi lambat. Keluhan lain yang disampaikan oleh pihak
yang mengundang adalah kurangnya penjelasan dan daya tanggap pemberi

pelayanan yang seringkali karena ada pekerjaan lain sebagai akibat masih
kurangnya tenaga administrasi, sehingga penjelasan dari pegawai pemberi
pelayanan tentang prosedur penyampaian undangan kedinasan Bupati dan
Sekretaris Daerah menjadi tidak maksimal.

Terakhir yang menjadi keluhan pihak yang mengundang khususnya
masyarakat adalah kurang nyamannya pihak yang mengundang dalam melakukan
komunikasi karena pengaruh cara berkomunikasi pegawai pemberi pelayanan
yang terlalu kaku dan kurang senyum.

Beberapa masalah yang dijadikan keluhan oleh pihak yang mengundang
akhirnya membuat pihak yang diundang kurang puas erat kaitannya dengan teori
lima dimensi/kriteria kualitas pelayanan. Oleh karena itu lima dimens kualitas
pelayanan tersebut perlu untuk dilakukan pengukuran untuk melihat sgjauh mana
limadimensi/kriteria tentang kualitas pelayanan telah diterapkan Pada Sub Bagian
Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah dan Bupati
Kabupaten Torga Utara sebagal eksekutor pelayanan administrasi Tata Usaha

Pimpinan.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi
pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Kualitas Pelayanan
Administrasi Pada Sub Bagian Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan
Sekretariat Daerah Kabupaten Torgia Utara, berdasarkan teori lima

dimensi/kriteria kualitas pelayanan.

C. Tujuan Pendlitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis
Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Sub Bagian Protokol dan Humas Bagian
Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara berdasarkan

teori limadimensi/kriteria kualitas pelayanan.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Akademis
Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan
bagi Pemerintah Kabupaten Torgja Utara, khususnya Kualitas Pelayanan
Administrasi Pada Sub Bagian Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha
Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Torga Utrara dalam mengambil
kebijakan peningkatan kualitas pelayanan administrasi.

2. Manfaat Praktis
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Selain manfaat secara akademis seperti yang diuraikan diatas, dari Sis
keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu
pengetahuan, khususnya tentang Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Sub
Bagian Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah

Kabupaten Torgja Utara.
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1

Administrasi Publik

Para ahli mengemukakan berbagai pengertian administrasi, pengertian
administrasi secara sempit dan pengertian administrasi secara luas. Pengertian
administrass menurut Siagian (1985:2), administrasi adalah proses kerja sama
antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk
mencapal tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara sempit sebagaimana
yang dikemukakan oleh Handayaningrat (1996:18) Administrasi adalah suatu
proses melakukan pengurusan dan pelaksanaan suatu kegiatan dengan
menggunakan sumber daya secara tepat guna dan berdaya guna untuk mencapai
tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan pengertian administrasi secara luas
menurut Musanef (1996:1) menyebutkan bahwa administras adalah kegiatan
sekelompok manusia melaui tahapan-tahapan yang teratur dan dipimpin secara
efektif dan efisien dengan, menggunakan sarana yang dibutuhkan untuk
mencapai tujuan yang diinginkan.

Pengertian administras menurut Mufiz (2004:4) adalah suatu rangkaian
kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk

mencapai tujuan tertentu. Sehingga dengan demikian ilmu administrasi diartikan



13

sebagal suatu ilmu yang mempelgjari proses, kegiatan dan dinamika kerjasama
maunusia.

Salah satu bentuk praktek administrass adalah pelayanan publik.
Sebagaimana telah dijelaskan pendapat beberapa ahli bahwa administrasi adalah
sebuah kerjasamalkerja kelompok. Dengan demikian, pelayanan publik yang
dilakukan oleh aparat penyelenggara pelayanan publik (pemerintah) telah
memenuhi kaidah praktek administrasi karena dilakukan oleh beberapa orang
untuk mencapai sebuah tujuan.

Pelayanan publik
a. Pengertian pelayanan publik

Istilah pelayanan dalam bahasa inggris adalah” service”, Moenir
(2002:26) mendefenisikan pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh
seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat
pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani,
tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan
pengguna. Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu
proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, melipuiti
seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan
dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan
pemberi pelayanan.

Menurut lvancevich, Lorenzi, Skinner dan Crosby dalam managemen

pelayanan (1997:448) pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata
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(tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan
peralatan. Gronroos (Ratminto dan Winarsih, 2006:2) menjelaskan bahwa

“ Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak
kasat mata tidak dapat diraba) yang terjadi sebagal akibat adanya interaksi antara
konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan
pemberian pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan
konsumen/pelanggan”.

Menurut Hurriyati yang dikutip dari Zeithaml,dan Bitner dari bukunya
yaitu Service Marketing (2005:28) mengemukakan bahwa Pelayanan adalah
seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain produk dalam pengertian fisik,
dikonsumsi dan diproduks pada saat bersamaan, memberikan nilai tambah dan
secara prinsip tidak berwujud (intangible) bagi pembeli pertamanya”.

Aktivitas ekonomi yang mempunyai sgjumlah nilai atau manfaat yang
tidak berwujud yang berkaitan dengannya, dan melibatkan sgumlah, interaksi
dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan
transfer kepemilikan. Berdasarkan beberapa definisi di atas, jasa pada dasarnya
adalah sesuatu yang mempunyai ciri-ciri yaitu sesuatu yang tidak berwujud,
tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen, proses produks jasa dapat
menggunakan atau tidak menggunakan bantuan suatu produk fisik, jasa tidak
mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikkan, dan terdapat interaksi antara
penyediajasa dengan penggunajasa.

Paimin Napitupulu (2007:2) dalam bukunya yang berjudul Pelayanan
Publik dan customer Satisfaction mengartikan pelayanan sebagai berikut:

“Serangkaian kegiatan atau proses pemenuhan kebutuhan orang lain secara lebih
memuaskan berupa produk jasa dengan sgjumlah ciri seperti tidak berwujud,
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cepat hilang, lebih dapat dirasakan daripada memiliki, dan pelanggan lebih dapat
berpartisipasi aktif proses mengkonsumsi jasa tersebut”.

Pelayanan bersifat tidak berwujud, berarti pelayanan tidak dapat dilihat,
dirasakan, dicicipi atau disentuh seperti yang dapat dirasakan dari suatu barang.
Pelayanan cepat hilang karena pelayanan tidak bisa disimpan, dijual kembali
kepada orang lain, atau dikembalikan kepada produsen pelayanan di mana ia
membeli pelayanan. Pelayanan umumnya dihasilkan dan dikonsumsi pada saat
yang bersamaan, dengan partisipasi konsumen dalam proses tersebut. Berarti,
konsumen harus berada di tempat pelayanan yang dimintanya, sehingga
konsumen melihat dan bahkan ikut ambil bagian dalam proses produksi tersebut.

Dari beberapa defenisi diatas, dapat dimaknai bahwa pelayanan adalah
aktivitas yang dapat dirasakan melaui hubungan antara penerima (konsumen)
dan pemberi pelayanan (produsen) yang menggunakan peralatan berupa
organisas atau lembaga perusahaan.

Pengertian publik menurut Syafi’ie, dkk (1999:18) vyaitu : “ Sejumlah
manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan
tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki”.
Abdurrahman (1995:28), mengemukakan bahwa:

“Publik adalah sekelompok orang yang menaruh perhatian pada suatu hal yang
sama, mempunyai minat dan kepentingan yang publik dapat merupakan
kelompok kecil, terdiri atas orang-orang dengan jumlah sedikit, juga dapat
merupakan sekelompok besar. Biasanya individu-individu yang termasuk
kedalam kelompok itu mempunyai solidaritas terhadap kelompoknya, walaupun

tidak terikat oleh struktur yang nyata, tidak bekerja pada suatu tempat atau ruang
atau tidak mempunyai hubungan langsung”.
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Publik dapat diartikan sebagai sekelompok kecil atau sekelompok besar
yang terdiri dari orang-orang banyak maupun sedikit yang memiliki tingkat
perhatian yang cukup tinggi terhadap suatu hal yang sama. Sekelompok orang
tersebut memiliki tingkat solidaritas yang tinggi. Rachmadi (1994:11-12)
membagi publik menjadi duajenisyaitu:

1. Publik intern, adalah publik yang menjadi bagian dari unit usaha atau badan
atau instansi. Didalam birokrasi pemerintahan, publik ini adalah para aparat
pemerintah termasuk juga para pejabat pengambil keputusan.

2. Publik ekstern, adalah ‘orang luar’ atau publik umum (masyarakat), yang
mendapatkan pelayanan dari birokrasi pemerintah. Dalam birokras
pemerintah di bidang pelayanan publik, maka publik atau khalayak eksternal
adal ah rakyat atau masyarakat secara keseluruhan.

Y ang dimaksud dengan publik internal adalah publik yang menjadi bagian
dari unit badan pemerintah/perusahaan atau organisasi itu sendiri. Internal Publik
merupakan salah satu bentuk kegiatan dari pelayanan publik yang menitik
beratkan kegiatannya ke dalam, maksud kegiatan tersebut hanya berlaku kepada
bentuk hubungan dengan publik yang ada dalam instansi pemerintah. Seorang
pelayan publik harus mampu mengidentifikasi atau mengenali hal-hal yang
menimbulkan gambaran negatif di dalam masyarakat. Pelayan publik wajib
mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap
lembaga yang diwakilinya. Dengan demikian peran pelayan publik tersebut
bersifat 2 arah, yaitu berorientasi ke dalam (inward looking) dan ke luar
(outward looking). Semakin kuat kedekatan pemerintah dengan publik dengan
sendirinya membutuhkan banyak konsentrasi untuk memerhatikan publik. Kalau

pemerintah lebih banyak bergerak pada komunitas yang tidak secara langsung

menemui publik, maka pelayanan harus dioptimalkan secarainternal.
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Salah satu tujuan eksternal adalah untuk mengeratkan hubungan dengan
orang-orang di luar badan atau instansi pemerintah hingga terbentuklah opini
publik yang favo rable terhadap badan itu, sehingga citra pemerintah akan
semakin baik dan hal itu tentunya dapat menarik perhatian masyarakat dan
mempengaruhi sikap mereka terhadap pemerintahan.

Pengertian lain berasal dari pendapat Moenir (1995:7) menyatakan bahwa:
“Pelayanan umum adalah suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang
atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka
mencapai suatu tujuan tertentu.”” Di bidang pemerintahan masalah pelayanan itu
sangat penting, peranannya lebih besar karena menyangkut kepentingan umum.
Pelayanan umum yang dilakukan oleh pemerintah melibatkan seluruh aparat
pegawai negeri makin terasa dengan adanya peningkatan kesadaran bernegara
dan bermasyarakat, maka pelayanan telah meningkat kedudukannya di mata
masyarakat menjadi suatu hak atas pelayanan. Tetapi sering terjadi hak
masyarakat atau perorangan untuk memperoleh pelayanan dari aparatur
pemerintah terasa belum dapat memenuhi hargpan semua pihak. Hal ini
merupakan indikasi bahwa baik masyarakat maupun pemerintah, pelayanan
umum belum menjadi budaya masyarakat. Kita perhatikan sgja, bahkan
dirasakan sebagal anggota masyarakat selau ditemui kelemahan-kelemahan
yang dampaknya sering merugikan masyarakat yang menerima layanan.

Pelayanan merupakan kegiatan utama pada orang yang bergerak di bidang
jasa, baik itu orang yang bersifat komersial ataupun yang bersifat non komersial.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara pelayanan yang
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dilakukan oleh orang yang bersifat komersial yang biasanya dikelolah ol eh pihak
swasta dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh organisasi non komersial yang
biasanya adalah pemerintah. Kegiatan pelayanan yang bersifat komersial
melaksanakan kegiatan dengan berlandaskan mencari keuntungan, sedangkan
kegiatan pelayanan yang bersifat non komersial kegiatannya lebih tertuju pada
pemberian layanan kepada masyarakat (layanan publik atau umum) yang
sfatnya tidak mencari keuntungan akan tetapi berorientasikan kepada
pengabdian.
Menurut Dwiyanto (2005:141) bahwa pelayanan publik adalah:

“Serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi
kebutuhan warga pengguna. Pengguna atau pelanggan yang dimaksud
menurutnya disini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik,
seperti dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), lzin Mendirikan
Bangunan (IMB), dan sebagainya. Model manaemen pelayanan publik yang
monolitik, birokratik dan sentralistik yang disemangati oleh nafsu pemerintah
jelas sudah ketinggalan jaman. Dalam banyak kasus, model pelayanan publik
seperti ini praktis tidak mampu bersaing dalam menghadapi persaingan dan
situasi global yang terus berubah, ia sangat rentan, mudah terjangkit penyakit
birokrasi, dan justru akan berdampak negatif terhadap semangat mengedepankan
kepentingan publik. Oleh karena itu konsep pelayanan perlu dibudayakan dalam
lingkungan birokrasi publik. Prinsip-prinsip keahlian proposional dan
demokratisasi dapat diwujudkan dalam sektor pelayanan publik, serta perlu juga
digalakkan sistem kemitraan (partnership) antara pihak pemerintah dan pengguna
jasalswasta perlu juga diupayakan secara serius berupa pemberdayaan terhadap
pengguna jasa pelayanan publik itu sendiri.

Pelayanan publik dimaknai sebaga usaha pemenuhan hak-hak dasar
masyarakat dan merupakan kewajiban pemerintah untuk melakukan pemenuhan
hak-hak dasar tersebut Kurniawan dan Najib (2008:56). Pelayanan publik

sebagai bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah
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di pusat, di daerah dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka pemenuhan
kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pel aksanaan perundang-undangan.

Menurut Wilson Nurcholis (2005:175) mengemukakan bahwa Pelayanan
publik berhubungan dengan pelayanan yang masuk kategori sektor publik, bukan
sektor privat, pelayanan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah
daerah, dan BUMN atau BUMD, ketiga komponen yang menanggani sektor
publik tersebut menyediakan pelayanan publik, seperti kesehatan, pendidikan,
keamanan dan ketertiban, bantuan sosial dan penyiaran.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah yang efektif dapat
memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran
ekonomi, kohes sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan
lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam
kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

Sinambela (2006:5) mengemukakan bahwa pelayanan publik dapat
didefenisikan sebagai berikut: Pelayanan Publik adalah pemenuhan keinginan
dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintah serangkaian aktivitas
yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,
Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu sgja dengan tujuan agar dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk jasa
pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada

prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh penyelenggara
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pemerintah, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun
dalam rangka pel aksanaan perundang-undangan.
b. Azasdan prinsip pelayanan publik
Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan
masyarakat. Untuk mencapal kepuasaan itu di tuntut kualitas pelayanan publik
yang profesional, kemudian Sinambela (2008:6) mengemukakan azas-azas
dalam pelayanan publik tercermin dari:

a. Transparansi, artinya bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua
pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memada serta mudah di
mengerti.

b. Akuntabilitas, artinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

c. Kondisional, artinya sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan
penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisienss dan
efektivitas.

d. Partisipatif, artinya mendorong peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan
dan harapan masyarakat.

e. Kesamaan hak, artinyatidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku,
agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi.

f. Keseimbangan hak dan kewajiban artinya pemberi dan penerima pelayanan
publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dalam proses kegiatan pelayanan diatur juga mengenai prinsip pelayanan
sebagai pegangan dalam mendukung jalannya kegiatan. Adapun prinsip
pelayanan publik menurut keputusan MENPAN No.63/KEP/M. PAN/7/2003
antaralain adalah:

a. Kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah
dipahami dan mudah dilaksanakan. Kesederhanaan biasanya berhubungan
dengan beban yang diletakkan sesuatu pada seseorang yang mencoba untuk
menjelaskan atau memahaminya. Sesuatu yang mudah dipahami atau
dijelaskan adalah sederhana, berlawanan dari sesuatu yang rumit.

b. Kgelasan, yaitu persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik, unit
kerja atau pgabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan
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pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dan sengketa dalam
pelaksanaan pelayanan publik; rincian biaya pelayanan publik dan tata cara
pembayaran. Kejelasan dalam hal ini adalah bahwa pelayanan harus dilakukan
pada keadaan yang jelas, kegernihan; kegamblangan: untuk menyusun
perencanaan suatu pelayanan, diperlukan adanya suatu kejelasan tujuan lebih
dulu. Pelayanan publik harus memiliki kejelasan dan kepastian mengenai:
prosedur, persyaratan, unit kerja, tarif/biaya, jadwal waktu, hak dan
kewajiban, serta pgabat yang menerima keluhan masyarakat.

. Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan
dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Kepastian waktu pelayanan, yaitu
ketepatan waktu yang diharapakan berkaitan dengan waktu proses atau
penyelesaian, pengiriman, penyerahan, jaminan atau garansi dan menanggapi
keluhan.

. Akurasi, yaitu produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
Hal ini berkaitan dengan redlibilitas pelayanan, bebas dari kesalahan-
kesalahan. Akurasi merupakan kesesuaian pelayanan yang diterima dengan
gambar dan deskripsi yang terteradi iklan.

. Tanggung jawab,yaitu pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat
yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan
penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
Pelayan publik harus bertanggung jawab dalam penerimaan pesan atau
permintaan dan penanganan keluhan pelanggan eksternal.

. Kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya kerja dan pendukung
lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikas
dan informatika. Kelengkapan, Kelengkapan palayanan menyangkut lingkup
(cakupan) pelayanan publik, ketersedian sarana pendukung, dan pelayanan
komplementer lainnya

. Kemudahan akses, yaitu tempat dan lokas serta sarana pelayanan yang
memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat,dan dapat memanfaatkan
teknologi telekomunikasi dan informatika. Kemudahan Mendapatkan
Pelayanan publik, yaitu berkaitan dengan banyaknya kantor layanan, petugas
yang melayani dan fasilitas pendukung.

. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, yaitu pemberi pelayanan harus
bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan
dengan ikhlas. kedisiplinan merujuk pada pelatihan yang didapatkan
seseorang untuk memenuhi tugas sebagai pelayan publik atau untuk
mengadopsi pola perilaku tertentu, walaupun orang tersebut lebih
senangmelakukan hal yang lain. Sebagai contoh, seseorang mungkin sgja
tidak melakukan sesuatu yang menurutnya memuaskan dan menyenangkan
dengan membelanjakan uangnya untuk sesuatu yang ia inginkan dan
menyumbangkan uang tersebut kepada organisasi amal dengan pikiran bahwa
hal tersebut lebih penting. Seiring dengan perkembangan zaman, kata tersebut
mengalami perubahan menjadi “disiplin” yang artinya kepatuhan atau yang
menyangkut tata tertib.
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Kenyamanan, yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan
ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat
serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet,
tempat ibadah, dan lain-lain. Kenyamanan dalam Memperoleh Pelayanan
berkaitan dengan ruang tunggu/tempat pelayanan, kemudahan, ketersediaan
data/ informasi dan petunjuk-petunjuk.

C. Standar Pelayanan Publik

Setiap penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan

dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan.

Standar pelayanan sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2009 tentang pelayanan publik merupakan tolak ukur dipergunakan

sebagal pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas

pelayanan sebagai kewgjiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam

rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan

pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan

menurut keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004, standar pelayanan,

sekurang-kurangnya melipuiti:

1.

Prosedur pelayanan

Prosedur pelayanan yang diberlakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan
termasuk pengaduan.Prosedur pelayanan merupakan salah satu dari standar
pelayanan publik.Prosedur pelayanan harus dibakukan bagi pemberi dan
penerima pelayanan publik, termasuk pengaduan sehingga tidak terjadi
permasalahan dikemudian hari. Prosedur pelayanan harus ditetapkan melalui
standar pelayanan minimal, sehingga pihak penerima pelayanan dapat
memahami mekanismenya

. Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sgjak saat pengajuan permohonan
sampa dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.Waktu
penyelesaian merupakan salah satu dari standar pelayanan publik. Semakin
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cepat waktu penyelesaian pelayanan, maka akan semakin meningkatkan
kepercayaan masyarakat akan pelayanan yang diberikan.

3. BiayaPelayanan
Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses
pemberian pelayanan.Biaya pelayanan merupakan salah satu dari standar
pelayanan publik. Biaya pelayanan termasuk rinciannya harus ditentukan
secara konsisten dan tidak boleh ada diskriminasi, sebab akan menimbulkan
ketidakpercayaan penerima pelayanan kepada pemberi pelayanan. Biaya
pelayanan ini harus jelas pada setiap jasa pelayanan yang akan diberikan
kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kecemasan, khususnya
kepada pihak atau masyarakat yang kurang mampu.

4. Produk Pelayanan
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan. Produk pelayanan merupakan salah satu dari standar pelayanan
publik.Produk pelayanan harus dipahami secara baik, sehingga memang
membutuhkan sosialisasi kepada masyarakat.

5. Saranadan prasarana
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memada oleh
penyelenggara pelayanan publik.Sarana dan prasarana merupakan salah satu
dari standar pelayanan publik.Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan
yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik sangat menentukan dan
menunjang keberhasilan penyelenggaraan pelayanan.

6. Tepat Kompetensi petugas pemberi pelayanan
Kompetensi petugas pemberi pelayanan merupakan salah satu dari standar
pelayanan publik. Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan
dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan
perilaku yang dibutuhkan agar pelayanan yang diberikan bermutu.

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
pelayanan publik, dijelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik
berasaskan:

a. Kepentingan umum;
b. Kepastian hukum
c. Kesamaan hak;
d. Keseimbangan hak dan kewgjiban;

e. Keprofesionaan;

f. Partisipatif;

0. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;

h. Keterbukaan;

i. Akuntabilitas;

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;



24

k. Ketepatan waktu ; dan
|. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

d. Unsur-unsur pelayan publik
Dalam proses kegiatan pelayanan publik terdapat beberapa faktor atau
unsur yang mendukung jalannya kegiatan. Menurut Moenir (1995:8), unsur-
unsur tersebut antara:

1. Sistem, prosedur dan metode, yaitu didalam pelayanan publik perlu adanya
sistem informasi, prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam
memberikan pelayanan.

2. Personil, terutama ditekankan pada perilaku aparatur, dalam pelayanan
publik aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional,
disiplin dan terbuka terhadap kritik dari pelanggang atau masyarakat.
Personil yang dimaksudkan adalah instansi pemerintah yang terbagi ke dalam
unit-unit pelayanan yang secara langsung memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Ukuran keberhasilan pelayanan akan tergambar pada indeks
kepuasan masyarakat yang diterima oleh para penerima pelayanan
berdasarkan harapan dan kebutuhan mereka yang sebenarnya. Namun
sebenarnya pelayanan publik dapat bekerja sama dengan pihak swasta atau
diserahkan kepada swasta apabila memang dipandang lebih efektif dan
sepanjang mampu memberikan kepuasan maksimal kepada masyarakat.

3. Saranadan prasarana, yaitu dalam pelayanan publik diperlukan peralatan dan
ruang kerja serta fasilitas pelayanan publik. Pada umumnya sarana dan
prasarana perkantoran, bailk yang sifatnya utama dan penunjang yang
lengkap dan memenuhi isyarat hanya tersedia di perusahaan-perusahaan
swasta, sebagal lembaga komersia. Namun dewasa ini, seiring dengan
tuntutan pelayanan prima dan ditetapkannya Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, instans
pemerintah pun mulai bergerak untuk memperhatikan sarana dan prasarana
untuk meningkatakan pelayanan. Sarana lain yang tak kalah penting adalah
penyediaan ruang khusus bagi ibu menyusui (Lactation Room). Ruang ini
tertutup dan memberikan privacy yang cukup bagi ibu yang akan menyusui
bayi mereka. Kantor-kantor pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan
publik wajib mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang.
Bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik/cacat (disability) tersedia
tangga khusus yang disediakan dari tempat parkir menuju ruang pengurusan
Fasilitas lain bagi ibu atau pemohon yang membawa kenyamanan bagi
mereka saat harus menunggu dalam proses pelayanan di kantor-kantor
pemerintah.
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Masyarakat sebagai pelanggan, yaitu dalam pelayanan publik masyarakat
sebagali pelanggan sangatlah heterogen baik tingkat pendidikan maupun
perilakunya. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan aparatur
pemerintah akan semakin tinggi mengingat kasadaran masyarakat akan hak
dan kewagjibannya sebagai warga Negara semakin berkembang. Masyarakat
menuntut pelayanan yang cepat, tepat, adil, transparan, efesien dan efektif.
Kata kunci untuk memenuhi harapan tersebut adalah diperlukan perubahan
cara pandangan dimana masyarakat adalah pihak yang harus dilayani dan
dipuaskan kebutuhannya, bukan sebaliknya aparatur yang harus dilayani oleh
masyarakat. Ini berarti nilai-nilai lama yang dianut aparatur pemerintah harus
dapat ditransformasikan guna menuju mangemen pelayanan masyarakat
yang mampu menumbuhkan daya saing dan kreativitas masyarakat itu
sendiri.

e Kualitas Pelayanan Publik

Kata kualitas mengandung banyak pengertian, menurut kamus Bahasa

Indonesia, kualitas berarti: (1) tingkat baik buruknya sesuatu ; (2) dergat atau

taraf (kepandaian, kecakapan,dsb); atau mutu. Pengertian kualitas menurut

Tjiptono (1995:24)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

K esesuaian dengan persyaratan;

Kecocokan untuk pemakaian;

Perbaikan berkelanjutan;

Bebas dari kerusakan/cacat;

Pemenuhan kebutuhan pelanggan sgjak awal dan setiap saat;
Melakukan segala sesuatu secara benar;

Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.

Konsepkualitas pelayanan dapat dipahami melalui perilaku konsumen

(consumer behavior), yaitu suatu perilaku yang dimainkan oleh konsumen dalam

mencari, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi suatu produk maupun

pelayanan yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka.

Menurut lbrahim (2008:22) kualitas pelayanan publik merupakan suatu

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan
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lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya

pemberian pelayanan publik tersebut.

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas, yang menjadi pertanyaan

adalah ciri-ciri apa yang menjadi penentu kualitas pelayanan publik tersebuit.

Ciri-ciri tersebut menurut Tjiptono (1995:25) antaralain adalah:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

K etepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu proses;
Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan;

K esopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan;

Kemudahan mendapatkan pelayanan, misanya banyaknya petugas yang
melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer;

Kenyaman dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang
tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi dan lain-lain;

Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber-AC,
kebersihan dan lain-lain.

Untuk dapat menilai sgauh mana kualitas pelayanan publik yang

diberikan oleh aparatur pemerintah, perlu ada kriteria yang menunjukkan apakah

suatu pelayanan publik, yang diberikan dapat dikatakan baik atau buruk,

berkualitas atau tidak oleh karena itu, Zeithaml.(1990:26) menjelaskan

setidaknya ada lima dimensi servqual (kualitas pelayanan), yaitu:

1)

2)

3)

Tangible (terlihat/terjemah), terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil dan
komunikasi. Wujudnya berupa segala fasilitas yang secara nyata dapat terlihat
meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawa dan sarana komunikas serta
kendaraan operasional. Dengan demikian bukti langsung/wujud merupakan
satu indikator yang paling konkrit.

Rediable (kehandalan), terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam
menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat. Kehandalanmerupakan
kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan
memuaskan serta secara tepat dan konsisten. Keandalan dapat diartikan
mengerjakan dengan benar sampai kurun waktu tertentu. Pemenuhan janji
pelayanan yang tepat dan memuaskan meliputi ketepatan waktu dan
kecakapan dalam menanggapi keluhan pelanggan serta pemberian pelayanan
secarawagar dan akurat.

Responsiveness  (tanggap), kemauan untuk membantu  konsumen
bertanggungjawab terhadap kualitas pelayanan diberikan yaitu sikap tanggap
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pegawai dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan dapat
menyel esaikan dengan cepat. Kecepatan pelayanan yang diberikan merupakan
sikap tanggap dari petugas dalam pemberian pelayanan yang dibutuhkan.
Sikap tanggap ini merupakan suatu akibat akal dan pikiran yang ditunjukkan
pada pelanggan.

4) Assurance (jaminan), pengetahuan dan kemampuan karyawan dalam
memberikan layanan sehingga melahirkan kepercayaan dan keyakinan.
Jaminan mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dapat
dipercaya yang dimiliki pegawai, bebas dari bahaya, risiko dan keragu-
raguan. Jaminan adalah upaya perlindungan yang disagjikan untuk masyarakat
bagi warganya terhadap resiko yang apabila resiko itu terjadi akan dapat
mengakibatkan gangguan dalam struktur kehidupan yang normal.

5) Emphaty (perhatian), upaya pemberian pelayanan melalui kesempatan untuk
membuka akses pendekatan dan komunikasi yang baik, termasuk upaya
sungguh-sungguh untuk mengetahui dan memahami kebutuhan pelanggan.
Perhatian meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang
bak dan memahami kebutuhan pelanggan. Perhatian merupakan
individualized attention to customer. Perhatian dilaksanakan secara pribadi
atau individu terhadap pelanggan dengan menempatkan dirinya pada situasi
pelanggan.

Organisasi pelayanan publik mempunyai ciri publik accountability, yakni
setigp warga negara mempunyai hak untuk mengevaluasi kualitas pelayanan
yang mereka terima.Sulit untuk menilai kualitas suatu pelayanan tanpa
mempertimbangkan peran masyarakat sebagai penerima pelayanan dan aparat
pelaksanaan pelayanan itu. Evaluasi yang berasal dari pengguna pelayanan,
merupakan elemen pertama dalam analisis kualitas pelayanan publik, Elemen
kedua dalam analisis adalah kemudahan suatu pelayanan dikenali baik sebelum
dalam proses atau setelah pelayanan itu diberikan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kualitas dapat diberi pengertian
sebagal totalitas dari karakteristik suatu produk (barang dan/atau jasa) yang

menunjang kemampuan dalam memenuhi kebutuhan.Kualitas sering kali
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diartikan sebaga segala sesuatu yang memuaskan pelanggan atau sesuai dengan
persyratan atau kebutuhan.
Pelayanan Administrasi Protokol dan Humas

Pelayanan administrass adalah salah satu jenis pelayanan publik
didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan dalam proses pelayanan serta produk
pelayanan yang dihasilkan, berdasarkan keputusan menteri pendayagunaan
aparatur negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik
dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1) Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk
dokumen resmi yang dibutunkan oleh publik, misalnya status
kewarganegaraan, serrtifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan
terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain
kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte kelahiran,
AkteKematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin
Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan/Penguasaan
Tanah dan sebagainya. Jenis pelayanan ini yang diberikan oleh unit pelayanan
berupa kegiatan pencatatan, pengambilan keputusan, dokumentasi dan
kegiatan tata usaha lainnya secara keseluruhan menghasilkan produk akhir
berupa dokumen.Misalnya, sertifikat, ijin-ijin, rekomendasi, keterangan
tertulis dan lain-lainnya. Contoh jenis pelayanan ini adalah: pelayanan
sertifikat tanah, pelayanan IMB, pelayanan administrasi kependudukan (KTP,
NTCR, akta kelahiran/kematian).

2) Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/ jenis
barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan
tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya. Jenis pelayanan ini yang diberikan
oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan
berwujud fisik termasuk distribusi dan penyimpanannya kepada konsumen
langsung (sebagal unit atau individu) dalam satu sistem.Secara keseluruhan
kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda (berwujud fisik)
atau yang dianggap benda yang memberikan nilai tambah secara langsung
bagi penerimannya. Contoh jenis pelayanan ini adalah: pelayanan listrik,
pelayanan air, pelayanan telpon.

3) Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang
dibutunkan oleh publik, misanya pendidikan, pemeliharaan kesehatan,
penyelenggaraan transportasi, pos, dan lain sebagainya. Jenis pelayanan ini
yang diberikan oleh unit pelayanan berupa penyediaan sarana dan
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prasaranaserta penunjangnya. Pengoprasiannya berdasarkan suatu sistem

pengoperasian tertentu dan pasti, produk akhirnya berupa jasa yang

mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai
dalam jangka waktu tertentu.

Kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang menjadi

hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warganegara

yang memenuhi kewagjibannya terhadap negaraKewajiban pemerintah, maupun

hak setiaqp warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitus suatu

negara.

Deskripsi Fokus Penelitian
Pelayanan Administrasi Protokol dan Humas

Y ang dimaksud dengan pelayanan administrasi protokol dan humas adalah
pelayanan yang terkait dengan pengadministrasian undangan kegiatan
kedinasan Sekretariat Daerah dan Bupati kebutuhan penyusunan jadwal
kegiatan kedinasan Sekretariat Daerah dan Bupati, yang dilaksanakan oleh

Bagian Tata Usaha Pimpinan, dalam hal ini sub bagian protokol dan Humas.

Kualitas Pelayanan Administrasi Tata Usaha Pimpinan

Untuk mengetahui sgauh mana kualitas pelayanan administras Bagian
Tata Usaha Pimpinan, dalam hal ini Sub Bagian Protokol dan Humas dapat
dilihat dari karakteristik kualitas pelayanan publik (Prinsip-Prinsip Total
Quality Service, Fandy Tjiptono, 1997 :14) yaitu :

a. Bukti langsung/fisik (tangible)
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Méliputi fasilitas fisik, perlengkapan, dan pegawai yang dimiliki Pada Sub
Bagian Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah
Kabupaten Torgja Utara dalam menunjang pemberian layanan kepada
pelanggan, yang dapat dilihat dari kelengkapan sarana dan prasarana serta
jumlah pegawai.

. Kehandaan (reliability)

Kemampuan para pegawai Pada Sub Bagian Protokol dan Humas Bagian
Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah dalam memberikan pelayanan
dengan akurat dan terpercaya, yang dapat dilihat dari kemampuan pegawai
melayani dengan tepat.

Daya tanggap (responsiveness)

Kemampuan para pegawai Pada Sub Bagian Protokol dan Humas Bagian
Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Torga Utara dalam
memberikan pelayanan dengan cepat dan tanggap, yang dapat dilihat dari
kecepatan pelayanan oleh pegawai yang melayani.

. Jaminan (assurance)

Mencakup kemampuan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para pegawai
Pada Sub Bagian Protokol dan Humas, Bagian Tata Usaha Pimpinan
Sekretariat Daerah Kabupaten Torgja Utara dalam memberikan pelayanan
yang bebas dari bahaya, resiko ataupun keragu-raguan.

Perhatian (emphaty)

Mencakup sikap dan perhatian yang dimiliki oleh pegawa Pada Sub Bagian
Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat
DaerahKabupaten Torgja Utara kepada pelanggan dalam memberikan
pelayanan. Perhatian tersebut dapat berupa kemampuan dalam melakukan
hubungan atau komunukas yang baik dapat berwujud sikap sopan dan
ramah.



31

Indikator Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Sub Bagian Protokol dan
Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan, merupakan bagian dari pelayanan publik
sebagai berikut:

a. Indikator: Produk-produk Fisik (Tangible)
1. Kebersihan dan kenyaman ruangan pelayanan.
2. Kelengkapan fungs fasilitas dalam ruangan Sub Bagian Protokol dan
Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan
3. Kerapihan dan kebersihan penampilan petugas
b. Indikator: Kehandalan (Reliability)
1. Pelayanan oleh pegawai yang cepat
2. Kemampuan pegawai untuk cepat tanggap dalam menghadapi dan
menyel esikan keluhan dari masyrakat.
c. Indikator: Daya Tangkap (Responsiveness)
1. Kemampuan petugas dalam membantu masyarakat yang bermasalah
dengan pelayanan dan keluhan.
2. Ketersediaan wadah untuk menampung aspirasi, saran saran dan keluahan
dari masyarakat.
d. Indikator: Jaminan (Assurance)
1. Kondis lingkungan yang aman bagi masyrakat selama di tempatSub
Bagian Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan.
2. Kemampuan pelayanan dari pegawa dalam bersikap sopan kepada

masyarakat.
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3. Penguasaan pengertahuan pegawal dalam menjawab pertanyaan informasi
dan kebutuhan berkaitan dengan pelayanan yang disediakan.
e. Indikator: Perhatian (Empathy)
1. Kepedulian pegawai untuk selalu mengutamakan kebutuhan masyarakat
dalam pelayanan.
2. Kepedulian oleh pelayanan pegawai dalam memberikan perhatian dan

informasi kepada masyarakat

Model Penelitian

Kualitas Pelayanan Administras Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan
Humas merupakan bagian dari Pelayanan Publik, maka Kualitas Pelayanan
Administras Pada Sub Bagian Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha
Pimpinan dapat diukur dengan menggunakan sub variabel lima dimens kualitas
pelayanan yang telah dikemukakan oleh Parasuraman dkk.,(1990:26) Dengan
mengukur lima dimens kualitas pelayanan tersebut terhadap seluruh proses
tahapan dalam Pelayanan Administras Pada Sub Bagian Protokol dan Humas
Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Torga Utara

diharapkan akan diketahui bagaimana Kualitas Pelayanan Administrasi tersebut.
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Modd Pendlitian

Bukti langsung/fisik (tangible)
1. Fadlitasfisik

2. Perlengkapan

3. Pegawai

Kehandal an (reliability)
1. Pelayanan yang tepat
Kudlitas Pelayanan 2. Pelayanan yang akurat

Administrasi Pada Sub

Bagian Protokol dan X
Humas Bagian Tata Daya tanggap (responsi veness)

Usaha Pimpinan 1. Pelayanan yang tanggap
2. Pelayanan yang cepat

Jaminan (assurance)
K epastian dan kepercayaan
bagi pelanggan

Perhatian (emphaty)
1. Pengertian
2. Perhatian

Sumber : Zeithaml. 1990 : 26

D. Pertanyaan Pendlitian
Berdasarkan Model penelitian, maka yang menjadi pertanyaan dalam
penelitian ini adalah:
1. Bagaimana Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Sub Bagian Protokol dan
Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekertariat Daerah Kabupaten Torga

Utara ditinjau dari aspek bukti langsung (tangibles)?
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. Bagaimana Kualitas Pelayanan Administras Pada Sub Bagian Protokol dan
Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Torgja
Utara ditinjau dari aspek kehandalannya (reliability)?

. Bagaimana Kualitas Pelayanan Administras Pada Sub Bagian Protokol dan
Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Torga
Utara ditinjau dari aspek daya tanggap (responsiviness)?

. Bagaimana Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Sub Bagaian Protokol dan
Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekertariat Daerah Kabupaten Torga
Utara ditinjau dari aspek jaminan (assurance)?

. Bagaimana Kualitas Pelayanan Administras Pada Sub Bagian Protokol dan
Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekertariat Daerah Kabupaten Torga

Utara ditinjau dari aspek perhatian (emphaty)?
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BAB 111

DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian Kualitatif

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian
deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah
yang ada sekarang berdasarkan data.Jenis Penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif,
dimana penulis menggambarkan temuan penelitian secara utuh dengan
berpedoman pada dasar-dasar teori yang ada.Penelitian kualitatif digunakan
karena pada umumnya permasal ahannya belum jelas, bersifat sementara, penuh
makna dan dinamis.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini
dimaksudkan untuk memperoleh informas mengenai Kualitas Pelayanan
Pimpinan Pada Sub Bagian Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan
Sekretariat Daerah Kabupaten Torgja Utara selain alasan tersebut, pendliti juga
mempunyai beberapa pertimbangan-pertimbangan. Pertama, menggunakan
metode kuantitatif lebih memungkinkan apabila berhadapan dengan kenyataan
jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara
peneliti dan informan. Ketiga, metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan
diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang

dihadapi.



B. Desain Penditian

1. Tempat dan Waktu Pendlitian

Adapun tempat penelitian ini dilaksanakan disdah satu Instansi
Pemerintah Kabupaten Torgja Utara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Torga

Utara, yang berkedudukan dijalan DR. Ratulangi No.72 Rantepao. Waktu

penelitian selama 1 bulan, yaitu Maret 2017.

2. Tahapan Kegiatan Penelitian

Adapun tahapan kegiatan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3

berikut:
Tabd 3
Tahapan Kegiatan Pendlitian
Tahap 1 Pemilihan topik & identifikasi masalah
Bimbingan dan penyusunan proposal penelitian (Bab | s/d 111)
Tahap 2 meliputi maksud dan tujuan penelitian serta penelusuran
kepustakaan
Tahap 3 Pel aksanaan seminar proposal penelitian
Tahap 4 Perbaikan hasil seminar proposal penelitian
Penelitian (pelaksanaan penyebaran angket/kuisioner, telaah
Tahap 5 .
dokumen dan pengumpul an data-data dokumentasi)
Bimbingan dan enyusunan laporan hasil
Tahap 6 ! .g peny ap
penelitian/pembahasan
Tahap 7 Pelaksanaan ujian skripsi (komprehensif)
Perbaikan hasil ujian skripsi (komprehensif) dan pembuatan
Tahap 8 L .
artikel ilmiah (jurnal ilmiah)

Sumber : datadiolah
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Unit Analisisdan Sumber Data
Pada bagian unit analisis dan sumber data peneliti akan membahas
tentang informan yang akan memberikan informasi tentang apa yang diteliti.
Peneliti menetapkan informan berdasarkan yang mempunyai pengetahuan dan
keterlibatan dalam penempatan pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Torgja
Utara. Adapun informan yang akan memberikan data, informasi,

ataupun fakta dari objek penelitian adalah:

1. KepalaBagian Tata Usaha Pimpinan = lorang
2. Kepala Sub Bagian Protokol dan Humas = lorang
3. Pegawa Sub Bagian Protokol danHumas = lorang
4. Pegawal Bagian Tata Usaha Pimpinan = 2orang
5. Pegawai Sekretariat Daerah = bHorang
6. Masyarakat = lorang
Jumlah = 1lorang

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Daam penelitian ini teknik dan instrument pengumpulan data yang
digunakan adal ah:
1. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan cara
mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau nara sumber

yang berkompeten untuk mendapatkan informasi mengena pelayanan Pimpinan
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Pada Sub Bagian Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat
Daerah Kabupaten Torga UtaraDalam melakukan wawancara yang terbuka
harus konsisten menjaga alur pembicaraan agar topik tetap dalam konteks yang
diteliti dan memberikan peluang diperolehnyainformasi penting lainnya.
b. Observasi
Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara mengadakan
pengamatan langsung di lokasi penelitian yaitu pada instans terkait dalam obyek
penelitian dengan maksud untuk memperoleh gambaran nyata tentang kegiatan-
kegiatan serta ggjala-gegjaa yang ditemui pada obyek penelitian kemudian data
tersebut menjadi bahan analisis masalah yang diteliti.
c. Telaah Dokumen
Telaah dokumen yaitu pengumpulan data dengan berusaha mencari
sumber atau buku-buku serta peraturan-peraturan yang berasal dari berbagai
sumber literatur yang ada kaitannya dengan variabel penelitian dan permasalahan

yang sedang diteliti untuk digunakan sebagai bahan dasar pembahasan masal ah.

2. Instrumen Pengumpulan Data
a. Pedoman Wawancara
Pedomanwawancara berisi daftar pertanyaan secara tidak terstruktur
yang digunakan untuk melakukan wawancara dengan responden atau informan.
Pedoman ini berisi daftar pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang
diteliti untuk ditanyakan kepada informan yang telah ditetapkan jumlahnya,

kapasitas, pengalaman dan pengetahuannya masing-masing. Instrument ini
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merupakan acuan peneliti dadam melakukan wawancara sehingga topik
pembicaraan tetap dalam jalur yang diteliti dari pokok-pokok variabel penelitian.
b. Pedoman Observasi

Kegiatan observasi dilakukan sebagai pembanding dengan data-data
yang diperoleh sebelumnya melalui wawancara dan telaah dokumen dengan
melakukan pengamatan secara langsung mengenai proses Bagian Tata Usaha
Pimpinan, dalam hal ini Sub Bagian Protokol dan Humas pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Torgja Utara.

c. Pedoman Telaah Dokumen

Panduan dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang
berkaitan dengan variable, sub variable, dan indikator-indikator penelitian, yaitu
proses Bagian Tata usaha pimpinan, dalam hal ini Sub Bagian Protokol dan

Humas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Torgja Utara.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data
1. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang merupakan sumber dari
deskripsi yang luas serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi
dalam lingkup tempat penelitian yaitu di Sekretariat Daerah Kabupaten Torgja
Utara. Data kualitatif dapat memahami aur peristiwa secara kronologis,
memperoleh penjelasan dari informan yang bermanfaat karena data tersebut

adalah berupa narasi (kata-kata ).
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Tahapan-tahapan pengolahan data kualitatif diantaranya adalah sebagai

berikut:

a.  Pengumpulan data hasil penelitian (wawancara, dokumentasi, observasi )

b. Pemeriksaan datalapangan (hasil observasi dan dokumentasi )

c. Pengelompokkan data hasil penelitian

d. Pengolahan data berdasarkan keterkaitan antar komponen

e. Hasl pengolahan data

f.  Mendeskripsikan secara keseluruhan dan sistematik keterkaitan antar satuan-
satuan gejalatersebut.

2. Teknik Analisis Data.

Sesual dengan tujuan dari hasil penelitian ini yang bersifat deskriptif
dan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu
menygjikan data secara naratif dengan mendiskripsikan dan menggambarkan
data yang terkumpul sebagaimana adanya dan memberikan argumentasi dengan
jelas dari data yang terkumpul sesuai dengan pertanyaan penelitian kemudian
mengkaitkannnyadengan teori yang ada sehingga mampu menjelaskan secara
keseluruhan mengenai apa yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini,
yaitu proses Bagian Tata Usaha Pimpinan, dalam hal ini Sub Bagian Protokol

dan Humas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Torgja Utara.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskrips Singkat L okus/ Objek Penelitian
1. Gambaran Singkat Daerah Kabupaten Toraja Utara

K abupaten Toraja Utara dengan luas wilayah 1.151,47 km? atau sebesar
2,5 % dari luas Provinsi Sulawesi Selatan (46.350,22 km?), secara yuridis
terbentuk pada tanggal 21 Juli tahun 2008 dengan terbitnya Undang-Undang
Nomor 28 tahun 2008, dimana sebelumnya wilayah ini merupakan bagian dari
Kabupaten Tana Torgja. Secara geografis, Kabupaten Torgja Utara terletak
antara 2° - 3° Lintang Selatan dan 119° — 120° Bujur Timur.

Kondis topografi wilayah Kabupaten Torgja Utara secara umum
merupakan daerah ketinggian dan merupakan daerah kabupaten/ kota yang
kondisi topografinya paling tinggi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan
daerah ini tidak memiliki wilayah laut sebagaimana tipikal sebuah daerah
ketinggian.

Sementara dalam hal iklim, termasuk beriklim tropis dengan suhu
berkisar antara 140 -260 celcius dengan tingkat kelembaban udara antara 82 % -
86 %, terdapat juga daerah yang hampir selalu terselimuti kabut sepanjang hari
di perbatasan dengan daerah Teluk Bone. Letak geografis Kabupaten Torga

Utara yang strategis memiliki alam tiga dimensi, yakni bukit pengunungan,
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lembah dataran dan sungai, dengan musim dan iklimnya tergolong iklim tropis
basah.

Kabupaten Torgja Utara terdiri dari 21 (Dua Puluh Satu) kecamatan dan
terdiri dari 111 desa dan 40 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Torja Utara
tercatat 1.151,47 KM persegi. Kecamatan Baruppu dan Kecamatan Buntu
Pepasan merupakan 2 kecamatan terluas dengan luas masing-masing 162,17 KM
persegi dan 131,72 KM persegi atau luas kedua kecamatan tersebut merupakan
25,52 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Torgja Utara. Adapun batas-batas
administrasinya, sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Provinsi Sulawesi
Barat.

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tana Torgja.

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Provins Sulawes Barat.

Daan RTRWN dijelaskan bahwa pada wilayah Kabupaten Torga
Utara terdapat Wilayah Sungai yakni Sungai Saddang yang merupakan sungai
lintas provinsi (Provins Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat). Selanjutnya
dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan dipertegas lagi bahwa Sungai Saddang
merupakan bagian dari Satuan Wilayah Sungai (SWS) Saddang dengan luas
DAS 6.696,10 km? yang melintasi 2 provinsi dan 5 kabupaten, yakni masing-

masing Kabupaten Torgja Utara, Tana Torgja, Mamasa, Enrekang, dan Pinrang.
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Gambaran Daerah Aliran Sungai ( DAS) di Wilayah Kabupaten Torgja
Utaradilihat pada Tabel 4 berikut ini:
Tabel 4

Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Toraja Utara

No. NAMA DAS LUAS (Ha)
1 DAS Karama 18.156
2 DAS Lamasi 1.056
3 DAS Paremang 12.164
4 Sub DAS Masuppu 283
5 Sub DAS Mataallo 312
6 Sub DAS Saddang Hulu 83.177

Sumber : Laporan akhir pemetaan GIS Kab.Torgja Utara 2010

2. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara
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Suku Torgja merupakan salah satu dari empat suku yang bermukim di
Kabupaten Tana Toraja dan merupakan salah satu Kabupaten, dari 24 Kabupaten
di Provinsi Sulawes Selatan.

Semenjak adanya aspirasi yang terus berkembang seiring dengan
dinamika masyarakat, serta adanya dukungan dari berbagai pihak serta keinginan
politik, maka melalui proses yang panjang akhirnya pada tanggal 21 Juli 2008,
ditetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang pembentukan
Kabupaten Torgja Utara di Provinsi Sulawes Selatan yang diundangkan dalam
Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 101, dengan demikian secara administras
pemerintahan wilayah Tana Torgja terbagi menjadi dua, yakni Kabupaten Tana
Torga sebagai Kabupaten Induk yang Kotanya adalah Makale, sedangkan
Kabupaten Torga Utara sebagai daerah otonomi baru dan Rantepao sebagal
pusat Kota, yang kemudian diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal
26 Nopember 2008.

Berdasarkan letak geografis Kabupaten Torgja Utara pada khususnya
berada di sebelah utara Kabupaten Tana Torgja dan terletak antara 2° 35" -3° 15"
LS dan 119°120" BT dengan Luas Wilayah 1.151,47 Km? terdiri dari hutan
lindung 47.900 Ha, Hutan Rakyat 5.260 Ha, 12.790,93 Ha, Kebun 14,620 Ha.
Permukiman 9.865 Ha dan berada pada ketinggian 704-1.646 mdpl.Batas
wilayah Kabupaten Torgja Utara adalah:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Propinsi

Sulawes Barat
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Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Tana Torgja
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Luwu
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sulawesi Barat

Gambaran Nama, Luas Wilayah Per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan
Kabupaten Torgja Utara dilihat pada Tabel 5 berikut ini:
Tabe 5

Nama, luas wilayah per-K ecamatan dan jumlah Kelurahan

LuasWilayah
Jumlah
KECAMATAN Ke / Administrasi Terbangun
Desa
(Ha) (%) (Ha) (%)

Sopai 8 47,64 4.14% 4,11 4.17%
Kesu 7 26,00 2.26% 2,66 2.70%
Sanggalangi 6 39,00 3.39% 3,49 3.54%
Buntao 6 49,50 4.30% 3,69 3.74%
Rantebua 7 84,84 7.37% 2,79 2.83%
Nanggala 9 68,00 5.91% 3,49 3.54%
Tondon 4 36,00 3.13% 5,06 5.13%
Talunglipu 7 9,42 0.82% 3,23 3.27%
Rantepao 12 10,29 0.89% 4,68 | 4.74%
Tikaa 7 23,44 2.04% 6,00 6.08%
Sesean 9 40,06 3.48% 3,52 3.57%
Balusu 7 46,51 4.04% 8,85 8.97%
Sa’dan 10 80,49 6.99% 3,49 3.54%
Bangkele Kila 4 21,00 1.82% 1,79 1.81%
Sesean Suloara 5 21,68 1.88% 7,70 7.81%
Kapala Pitu 6 47,27 4.11% 2,24 2.27%
Denpina 8 77,49 6.73% 6,87 6.96%
Awan R. Karua 4 54,71 4.75% 8,95 9.07%
Rindingalo 9 74,25 6.45% 8,97 9.09%
Buntu Pepasan 13 131,72 11.44% 3,83 3.88%
Baruppu 4 162,17 14.08% 3,24 3.28%
JUMLAH 151 1151,47 | 100 9,865 100

Sumber: Torgja Utara dalam Angka Tahun 2012
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Visi Dan Mis Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara
VISl

“Birokrasi Pemerintahan Yang Mandiri, Kreatif Dan Inovatif Serta

Mampu Menjadi Tauladan Dalam Memberikan Pelayanan, Baik Kepada Seluruh

Perangkat Daerah Dan Masyarakat *

1)

2)

3)

4)

5)

6)

MI1SI
Meningkatkan sosialisasi dengan baik arah dan tujuan organisasi, termasuk
tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah
Merubah pola pikir dan perilaku aparat agar tidak terbelenggu dalam rutinitas
defensive dan mendorong kreatifitas serta kemampuan inovatif aparat
Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dalam rangka perumusan kebijakan
taktis operasional guna kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan
Menerapkan mangjemen perusahaan dalam mengolah administrasi
pemerintahan, namun tidak melanggar norma atau aturan yang telah ada
Menata kel embagaan untuk mel aksanakan kewenangan otonomi daerah
Meningkatkan sumber daya aparat guna mewujudkan kualitas pelaksanaan

tata kepemrintahan yang baik (good governance)

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah,

Asisten Pemerintahan dan Kesgahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan
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Pembangunan, Asisten Administrass Umum dan dua belas bagian. Bagian
tersebut yaitu Bagian Kerjasama, Bagian Kesgahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Infrastruktur, Bagian
Administras Pembangunan, Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa,
Bagian umum dan Perlengkapan, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian
Tata Usaha Pimpinan, Bagian Administrasi Keuangan.

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Torgja Utara diatur
berdasarkan Peraturan Bupati Torga Utara Nomor 47 tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi,Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Torgja Utara. struktur organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Torgja Utara terdiri dari 1 Sekretaris Daerah, 3
Asisten, 12 Kepala Bagian, Serta Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian
sebagai berikut:

1) Sekretaris Daerah
2) Asisten Sekretariat Daerah terdiri atas :
a. Asisten Bidang Pemerintahan dan K esgjahteraan Rakyat
b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
c. Asisten Bidang Administrass Umum
3) Bagian Kerjasama, membawahi:
a) Sub Bagian Administrasi Kerjasama

b) Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Kerjasama



4)

5)

6)

7)

8)

c) Sub Bagian Pengembangan Kerjasama

Bagian Kesgjahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan , membawahi:

a) Sub Bagian Bina Sosia dan Keagamaan

b) Sub Bagian Kesgahteraan Rakyat

c) Sub Bagian Bina Sosia Kemasyarakatan

Bagian Tata Pemerintahan, membawahi:

a) Sub Bagian Pengembangan Pelayanan Pemerintahan
b) Sub Bagian Penataan Wilayah

c) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan

Bagian Hukum, membawahi:

a) Sub Bagian Peraturan Perundang — Undangan

b) Sub Bagian Bantuan Hukum

c) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:
a) Sub Bagian Perekonomian

b) Sub Bagian Koordinasi Penanaman Modal dan BUMD
c) Sub Bagian Sumber Daya Alam dan K ehutanan
Bagian Infrastruktur, membawahi:

a) Sub Bagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
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b) Sub Bagian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta

Pertanahan
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c) Sub Bagian Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian

9) Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:

a) Sub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program

b) Sub Bagian Penunjang LPSE

c) SubBagian Administrasi Pelaksanaan, Kebijakan dan Monitoring
10) Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:

a) Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

b) Sub Bagian Evaluasi dan Penyelesaian Sanggahan

c) Sub Bagian Perencanaan dan Pembinaan Barang dan Jasa
11) Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahi:

a) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

b) Sub Bagian Tamu dan Rumah Tangga Pimpinan

c) SubBagian Tata Usaha Umum
12) Bagian Organisasi dan Tata L aksana, membawahi:

a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

b) Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Kinerja

c) Sub Bagian Ketata Laksanaan
13) Bagian Tata Usaha Pimpinan, membawahi:

a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan

b) Sub Bagian Protokol dan Humas

c) Sub Bagian Dokumentasi dan Pelaporan
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14) Bagian Administrasi Keuangan, membawahi:
a) Sub Bagian Anggaran
b) Sub Bagian Perbendaharaan
c) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.
Untuk lebih jelasnya, maka dapat dilihat pada bagan struktur organisasi

pada lampiran.

5. Tugas Pokok dan Fungs Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara
Tugas Pokok Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah mempunyai

kewenangan membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan

pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan

pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten. Dalam

rangka pelaksanaan tugas pokok dimaksud, Sekretaris Daerah Kabupaten Toragja

Utara menyel enggarakan beberapa fungsi sebagai berikut:

a) Mengoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah;

b) Mengoordinasikan seluruh kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah;

c) Mengoordinasikan penyusunan program kerja dan melaksanakan operasional
pemerintah daerah;

d) Mengoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah di  bidang
penyelenggaraan urusan pemerintahan, hubungan masyarakat, kesejahteraan
sosial, perekonomian, administrasi pembangunan, hukum, organisasi, dan

perlengkapan;



51

€) Mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah;

f) Memberikan pelayanan teknis administras kepada Bupati dan semua unit
kerja perangkat daerah;

g) Melakukan pembinaan dan pengawasan para pegawai di lingkungan
Pemerintah Daerah;

h) Melakukan pembinaan dan koordinasi administratif kepada Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

i) Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan instansi terkait (instans
pemerintah dan swasta, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan serta
hubungan antar lembaga;

j) Menetapkan DP-3 pgabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Torgja Utara

k) Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan wakil Bupati.

Bagian Kerjasama mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi
dan fasilitas penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan kerjasama antar
kabupaten dengan daerah lain maupun antar kabupaten dengan pihak ketiga
menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan
fungsi, pemantauan dan evaluasi program krgiatan dan penyelenggaraan
pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang kerjasama.

Adapun uraian tugas pokok dan fungs dari masing-masing bagian

tersebut adalah sebagai berikut:
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a. Bagian Kerjasama

Bagian kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyal
tugas pokok melaksanakan koordinasi dan fasilitass penyelenggaraan dan
pengembangan kegiatan kerjasama antar kabupaten dengan daerah lain maupun
antar kabupaten antar kabupaten dengan pihak ketiga menyiapkan perumusan
kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan
evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi
dan sumber daya dibidang kerjasama.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian kerjasama mempunyai
fungsi:

1) Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dibidang kerjasama;

2) Pelaksanaan koordinas dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk
teknis pelaksanaan dibidang kerjasama;

3) Pelaksanaan monitoring dan evauas penyelenggaraan pemerintahan
dibidang kerjasama;

4) Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dibidang kerjasama;

5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya;

b. Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh kepala bagian, mempunyai

tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pel aksanaan

tugas dan fungsi, pemantauan dan evauas program kegiatan dan
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penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang
pemerintahan, aparatur pemerintahan penunjang urusan pemerintahan, otonomi
daerah dan tugas pembantuan serta fasilitasi secretariat pengelolaan batas
wilayah.
Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bagian Tata
Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
1) Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan;
2) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk
teknis pelaksanaan di bidang tata pemerintahan;
3) Pelaksanaan monitoring dan evaluas penyelenggaraan pemerintahan di
bidang tata pemerintahan;
4) Pelaksanaan pembinaan administras pemerintahan di  bidang tata
pemerintahan;
5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bagian umum dan perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan
tugas dan fungsi, pemantauan dan evauas program kegiatan dan
penyelenggaraan pembinaan teknis urusan umum, perlengkapan, rumah tangga
pimpinan, penerimaan tamu dan tata usaha umum serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bagian Umum dan

perlengkapan mempunyai fungsi sebagai berikut:
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2)

3)

4)

5)
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Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan pengel olaan tata usaha umum;
Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan dan petunjuk
teknis pelaksanaan urusan umum, perlengkapan, rumah tangga pimpinan,
penerimaan tamu dan tata usaha umum;
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tata usaha umum penyelenggaraan
urusan perlengkapan mes dan fasilitasi pejabat pemerintah daerah yang
mel aksanakan perjalanan dinas di Makassar dan Jakarta;
Pelaksanaan pembinaan teknis administrasi urusan perlengkapan tamu dan
tata usaha umum;
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya.

c. Bagian Tata Usaha Pimpinan

Bagian tata usaha pimpinan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang

mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan,

rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi

teknis di bidang tata usaha pimpinan, protokol dan humas, dokumentasi dan

pel aporan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bagian Tata Usaha

Pimpinan mempunyai tugas sebagai berikut;

1)

Pengkgjian bahan perumusan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan,

protocol dan humas, dokumentasi dan pelaporan;
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2) Pengkajian bahan rencana program kerja di bidang tata usaha pimpinan,
protokol dan humas, dokumentasi dan pelaporan;
3) Pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang tata usaha pimpinan, protokol
dan humas, dokumentasi dan pelaporan;
4) Pengendalian administras dan teknis di bidang tata usaha pimpinan,
protokol dan humas, dokumentasi dan pelaporan;
5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang
tugasnya.
d. Keadaan Pegawai
Jabatan struktural yang ada pada Sekretariat Daerah terdiri dari 5 orang
eselon Il-b, 12 orang eselon Il1-a, 28 orang eselon IV-adaam melaksanakan
tugasnya, Sekretariat Daerah didukung oleh 76 orang pegawai negeri sipil (PNS)
dan 66 orang tenaga kontrak. PNS tersebut terdiri dari 39 orang laki-laki dan 37
orang perempuan, sedangkan untuk tenaga kontrak, terdiri dari 66 orang 32 laki-
laki dan 34 orang perempuan.
Untuk melihat gambaran PNS berdasarkan tingkat pendidikan yang ada

pada Sekretariat Daerah Kabupaten Torgja Utara maka dapat dilihat pada Tabel 6
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Tabel 6
Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016

No. Tingkat Pendidikan Frekuens (Orang)
1 SMA 12
2. Diploma 7
3. |$1 46
4. S2 11
Jumlah 76

Sumber : Hasil Olah Data Sekretariat Daerah Kabupaten Torgja Utara 2017

Setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Torgja
Utara Nomor 47 tahun 2016 tentang pembentukan Susunan Perangkat Daerah,
maka tugas terkait dengan sub bagian protokol dan humas menjadi tanggung
jawab Sekretariat Daerah, Adapun jabatan struk tural yang ada pada Sekretariat
Daerah Torga Utara terdiri dari 5 orang eselon Il-b, 12 orang eselon Il1-a, 28
orang eselon 1V-a. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat didukung oleh 76
PNS dan 66 orang Tenaga Kontrak terdiri dari 32 orang laki — laki dan 34 orang
perempuan.

Untuk mengetahui keadaan tenaga Kontrak berdasarkan tingkat
pendidikan yang ada pada Sekretariat Daerah Torga Utara dapat dilihat pada

tabel 7.
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Tabd 7.
Tingkat Pendidikan Tenaga Kontrak pada Sekretariat Daerah Kabupaten

Toraja Utara Tahun 2017

No Tingkat Pendidikan Frekuens
1 SMA 32

2 Diploma 1

3 S1 33
Jumlah 66

Sumber: Hasil Olah Data Sekretariat Dagrah Torgja Utara 2017

Dari Tabel 7 dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kontrak yang ada pada
Sekretariat Daerah Torgja Utara sebanyak 66 orang, dengan tingkat pendidikan
yang bervarias dimana tingkat pendidikan SMA sebanyak 32 orang, tingkat
pendidikan Diploma sebanyak 1 orang, tingkat pendidikan S1 sebanyak 33
orang.

e. Penentuan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yaitu orang yang menjalankan tugas dan fungsi
dalam suatu organisasi. Keberadaan sumber daya manusia dalam organisasi
sangat penting karena tidak mungkin suatu kegiatan dapat berjalan tanpa ada
manusia yang menggerakkannya. Oleh karena itu, ketersediaan pelaksana yang
cukup serta berkompetensi dalam mendorong keberhasilan suatu program sangat

diperlukan.
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Untuk mengetahui jumlah PNS yang dimiliki dapat dilihat pada daftar

hadir PNS Sekretariat Daerah. Keadaan PNS Sekretariat Daerah berdasarkan

jabatannya dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8.

Keadaan PNS Berdasar kan Jabatan Pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Toraja Utara
No Jabatan Jumlah
(Orang)

1 Sekretaris Daerah 1
2 Asisten 3
3 Kabag Bagian Kerjasama 1
4 Kabag Bagian Kesgahteraan Rakyat dan 1

K emasyarakatan
5 Kabag Bagian Tata Pemerintahan 1
6 Kabag Bagian Hukum 1
7 Kabag Bagian Perekonomian dan Sumber Daya 1

Alam
8 Kabag Bagian Infrastruktur 1
9 Kabag Bagian Administrasi Pembangunan 1
10 Kabag Bagian Layanan Pengadaan Barang dan 1

Jasa
11 Kabag Bagian Umum dan Perlengkapan 1
12 Kabag Bagian Organisasi dan Tata Laksana 1
13 Kabag Bagian Tata Usaha Pimpinan 1
14 Kabag Bagian Administrasi Keuangan 1
15 Kasubag Administrasi Kerjasama 1
16 Kasubag Pengendalian Evaluasi Kerjasama 1
17 Kasubag Pengembangan Kerjasama 1
18 Kasubag Bina Sosial Dan K eagamaan 1
19 Kasubag K esgjahteraan Rakyat 1
20 Kasubag Bina Sosial Kemasyarakatan 1

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Torgja Utara

Untuk melihat pembagian tenaga kontrak yang dimiliki Sekretariat

Daerah, dapat dilihat pada tabel 8.
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Tabd 9.
Jumlah Tenaga Kontrak pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017

No Nama Bidang Jumlah (Orang)
1 Kerjasama Administrasi kewilayaan dan 4
Otoda

2 K esgahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan 5
3 Tata Pemerintahan 3
4 Hukum 3
5 Koordinasi Perekonomian 6
6 Infrastruktur 4
7 Pembangunan 4
8 Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 4
9 Umum dan perlengkapan 12
10 Organisasi dan Tata Laksana

11 Keuangan 4
12 Tata Usaha Pimpinan 12
Jumlah 66

Sumber: Hasil Olah Data Sekretariat Daerah Torgja Utara 2017

Dari Tabel 9,dapat dilihat bahwa tenaga kontrak yang ada pada
Sekretariat Torgja Utara berjumlah 66 orang. Dimana 4 orang ditempatkan
dibidang kerjasama administrasi kewilayaan dan otoda, 5 orang dibidang
kesgahteraan rakyat dan kemasyarakatan, 3 orang dibidang Tata Pemerintahan,
3 orang dibidang hukum, 6 orang dibidang koordinasi perekonomian, 4 orang
dibidang infrastruktur, 4 orang dibidang pembangunan, 4 orang dibidang layanan

pengadaan barang dan jasa, 12 orang dibidang umum dan perlengkapan, 5 orang
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dibidang organisasi dan tata laksana, 4 orang untuk bidang keuangan dan untuk
bidang tata usaha pimpinan memiliki 12 orang tenaga kontrak. Tenaga kontrak
tersebut memiliki tugas untuk membantu pelaksanaan tugas di masing- masing
bidang sesual dengan penempatannya.
Tabel 10.
Pembagian Tugas Terkait Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Tata

Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara

No Bidang Tugas
1 Sub Bagian Tata Usaha | - Melaksanakan penyusunan rencana
Pimpinan program kerja Sub Bagian Tata
Usaha Pimpinan.

- Melaksanakan  penyusunan  dan
analisis data bahan koordinasi Bagian
Tata Usaha Pimpinan.

- Menyusun rencana kerja dan
penetapan kinerja Bidang Tata Usaha
Pimpinan.

- Meéelaksanakan urusan administrasi
yang meliputi penerimaan, pencatatan
dan penyampaian naskah dinas, baik
yang ditujukan kepada pimpinan
maupun pendistribusian naskah dinas
dari pimpinan kepada organisas
perangkat daerah terkait sesual
disposiss pimpinan dan koordinasi
tindak lanjut disposisi surat pimpinan.

- Meéaksanakan penataan, pengaturan
dan pemeriksaan terhadap semua
naskah dinas yang akan di tanda
tangani oleh pimpinan.

- Meéaksanakan penyimpanan dan
pemeliharaan  terhadap  berbagai
catatan, arsip, buku, dan dokumentasi
yang menjadi keperluan pimpinan.

- Menyediakan berbagai keperluan di
ruang kerja pimpinan serta penyiapan
bahan data yang akan diperlukan oleh




pimpinan.

Melaksanakan kerja sama dengan
organisasi perangkat daeah dalam
pembuatan naskah sambutan
pimpinan sesuai dengan tugas pokok
dan fungs organisasi perangkat
terkait.

Menghimpun dan
mendokumentasikan naskah pidato
Bupati.

Melaksanakan ~ monitoring  dan
evaluas pelaksanaan kebijakan dan
pelaporan kegiatan dibidang tata
usaha pimpinan.

Melaksanakan tugas tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bagian
Melaksanakan tugas lain sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bagian Protokol dan
Humas

Melaksanakan penyusunan rencana
program kerja Sub Bagian Protokol
dan Humas

Melaksanakan koordinasi,
penyusunan dan analisis data bahan
perumusan kebijakan teknis

penyelenggaraan kegiatan Protokol
dan Humas

Menyiapkan bahan koordinas dan
konsultas  pelaksanaan  kegiatan
lingkup Protokol dan Humas

Melaksanakan kegiatan
keprotokoleran yang meliputi
inventarisas, pengkoordinasian
keprotokolan, pembinaan dan

fasilitas bantuan keprotokolan serta
pelayanan keprotokolan
Melaksanakan pengumpulan bahan
pembinaan program lingkup bagian
Protokol dan Humas

Mengatur persiapan rapat,
pertemuan/resepsi, upacara untuk
tamu yang memerlukan pelayanan
yang bersifat protokoler

Menyiapkan upacara dan mengatur
keprotokolannya serta melakukan
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kerja sama dengan instansi lain di
bidang keprokolan persiapan
pelantikan

Melaksanakan penyebarluasaan
Informasi Pemerintah, Pembangunan
dan kemasyarakatan bak dari
Pemerintah Pusat, Propins maupun
dari masyarakat

M el aksanakan anaisis dan
penyaringan informasi bak yang
akan di  publikaskan kepada
masyarakat, lembaga social, lembaga
Pemerintah maupun sebagai bahan
masukan kepada pimpinan untuk
bahan pengambilan keputusan
Melaksanakan penyebarluasaan
informasi dan sosialisas kebijakan
Pemerintah Kabupaten melalui media
massa

Melaksanakan persiapan dan
memperlancar tugas serta kegiatan
pimpinan Pemerintah Kabupaten
Melaksanakan  koordinasi  terkait
acara kunjungan tamu - tamu
VIP/VVIP ke Pemrintah Kabupaten
Melaksanakan pelayanan
keprotokolan kepada instansi
Pemerintah / Non Pemerintah yang
membutuhkan

Sub
Dokumentasi
Pelaporan

Bagian
dan

Mendistribusikan  dan  memberi
petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar

Menyusun rencana kegiatan dan
anggaran Sub Bagian Dokumentasi
dan Pelaporan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas

Memantau, mengawasi dan
mengevaluas  pelaksanaan  tugas
daam lingkup Sub  Bagian
Dokumentasi dan Pelaporan untuk
mengetahui perkembangan
pel aksanaan tugas

Menyusun rancangan, mengoreks,
memaraf dan /atau menandatangani
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naskah dinas

- Mengikuti rapat — rapat sesuai dengan
bidang tugasnya

- Menyusun rencana  operasiona
bidang Dokumentasi dan Pelaporan

- Menyusun rencana kinerja dan
penetapan Kinerja bidang
Dokumentasi dan Pelaporan

- Menyiapkan bahan pengendalian dan
pel aksanaan norma, standar,
pedoman, dan petunjuk operasional
koordinasi di bidang Dokumentasi
dan Pelaporan

- Meaksanakan  penyusunan  dan
analisis data penilaian sasaran kerja
pegawal (SKP)

- Melaksanakan tugas kedinasan lain
yang diperintahkan oleh atasan sesual
dengan bidang tugasnya

- Menyusun laporan hasil pelaksanaan
tugas Sub Bagian Dokumentasi dan
Pelaporan, dan member saran
pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan.

Sumber: Hasil Olah Data Sekretariat Daerah Torgja Utara 2017

Tabel 10 memperlihatkan bahwa pembagian tugas tata usaha pimpinan
melibatkan semua bidang yang ada pada Sekretariat Daerah Torga Utara yaitu
bidang Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Sub Bagian Protokol dan Humas dan
Sub Bidang Dokumentasi dan Pelaporan. Dimana tugas dari setiap bidang
tersebut kemudian terbagi lagi kemasing-masing sub bidang yang ada
didalamnya yang akan bekerja sesuai dengan tugas pokok sub bidang tersebut.

Rincian tugas yang ada pada Sekretariat Daerah Torgja Utara diatur
dalam Peraturan Bupati Torga Utara Nomor 47 tahun 2016 tentang susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungs dan Rincian Tugas serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Torgja Utara.
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Berdasarkan pembagian tugas diatas dijelaskan kepada masing —
masing bidang dan sub bidang yang ada pada Sekretariat Daerah Torgja Utara,
dimana tugas dari setiap bidang tersebut yang menjadi tanggung jawab kepala
bidang dibagi dan dilaksanakan oleh setiap sub bidang dan staf yang dimiliki
bidang tersebut.

Hasil Pendlitian dan Pembahasan

Pada sub bab ini, peneliti akan menguraikan hasil penelitian dilapangan
berupa hasil wawancara, telaah dokumen dan observasi yang dilakukan peneliti
dengan informan baik informan dari pihak Sekretariat Daerah maupun informan
dari pihak masyarakat.

Méliputi fasilitas fisik, perlengkapan, dan pegawai yang dimiliki pada
Sub Bagian Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat
Daerah Kabupaten Torgja Utara dalam menunjang pemberian layanan kepada
pelanggan, yang dapat dilihat dari kelengkapan sarana dan prasarana serta
jumlah pegawai.

Uraian dari hasil pendlitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan-
pertanyaan yang digjukan oleh peneliti. Adapun sub fokus yang digunakan dalam
penelitian ini terdiri dari tangible (bukti langsung/fisik), reliability (kehandalan),
responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), danemphaty (perhatian).

Kelima sub fokus tersebut akan diuraikan sebagai berikut:
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1. Tangible (Bukti langsung/fisik)

Dalan mewujudkan pelayanan publik yang berkuaitas perlu
dilakukan perubahan dan perbaikan yang mengarah pada kepuasan
masyarakat. Salah satu aspek yang harus diperbaiki dalam meningkatkan
kualitas pelayanan yaitu masalah fasilitas layanan. Peranan sarana pelayanan
sangat penting dan salah satu yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan
kualitas pelayanan publik karena dengan adanya sarana pelayanan yang
memadal dapat membuat pelayanan pada masyarakat dapat Iebih
memberikan kenyamanan dan kepuasan selama berada di ruangan pelayanan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam aspek bukti fisik

(tangible) pada Sub Bagian Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan
Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara memiliki luas ruang 4x6m? untuk
kapasitas jumlah petugas pelayanan 5 orang. Ruangan pelayanan terdapat meja-
meja pelayanan, mejakerja, televisi dan lemari arsip, 2 kursi yang diperuntukan
bagi masyarakat yang menunggu pelayanan. Hasil wawancara tentang sarana
ruang tunggu pelayanan di Sub Bagian Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha
Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Torgja Utara terkait dengan bagian
protokoler dan humas (DRS.Yulianus Thevy Tondok, M.S ) mengatakan
“masih cukup memadai mba, tetapi seharusnya disediakan meja sehingga kalau
untuk menulis itu ada meganya. Kursinya juga kurang seperti tadi banyak
antrian sampai ada yang nunggu di luar”. Hal ini senada dengan yang

dikemukakan petugas pelayanan yaitu SUBAG Protokol dan Humas (Jisan
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Pakilaran, S. IP) sebagai berikut: “Kalau untuk sarana prasarana anda juga bisa
melihat sendiri disini, menurut saya sarana prasarananya cukup memadai dapat
dilihat dari kursi di ruang tunggu ini masih tergolong minim dan ruangan yang
sangat terbatas. Kami sudah mengusahakan pengadaan barang namun sampai
saat ini belum terealisasi”.

Hal yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh staf protokol dan
humas (Yustina, A.Md) yang mengatakan bahwa Sarana dan prasarana
sudah cukup memadai, sarana dan prasarananya dalam keadaan baik serta
sarana dan prasarana harus lengkap supaya pelayanan bisa maksimal. Hal ini
juga didukung oleh SUBAG TU Pimpinan (Vienty Frianto, S.IP),
mengatakan bahwa: Sarana dan prasarana sudah tergolong memadai, dimana
sudah memenuhi pelayanan dan sarana/prasarana harus lengkap supaya
pelayanan bisalebih optimal lagi.

Dan terakhir dari SUBAG Dokumentasi dan Pelaporan (Ahady
Tandirrerung, S.Sos., MM) mengatakan bahwa: Sarana dan prasarana sudah
cukup memadai,dan beberapa alat komuikasi dan informasi perlu diadakan
seperti computer, dan jaringan internet. Dari hasil wawancara dengan
beberapa informan tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa
sarana dan prasarana pada bagian sub Protokol dan humas sudah sangat
memadal sehingga pelayanan yang diberikan lebih maksima serta
menambah sarana dan prasarana yang kurang sehingga pelayanan lebih

optimal lagi.
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Mengenai kelengkapan peralatan serta sarana ruang tunggu belum
lengkap khususnya untuk kursi dan meja untuk menunggu, sarana informasi
seperti brosur dan pamflet belum tersedia. Fasilitas penunjang seperti mesin
foto copy belum tersedia dan penggunaan genset saat listrik mati belum
dioptimalkan.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa pegawai
pada Sub Bagian Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah
Kabupaten Torgja Utara masih kurang memenuhi fasilitas pelayanan yang
memadal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti masih
sedikitnya kursi diruang tunggu, belum adanya meja untuk menulis di ruang
tunggu, sarana informasi yang belum tersedia. Fasilitas seperti genset kurang
dioptimalkan sehingga ketika listrik mati maka proses pelayanan pun juga
akan berhenti total yang artinya masyarakat tidak dapat mendapatkan
pelayanan.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pada Sub Bagian
Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten
Torgja Utara khususnya bagian pelayanan masih perlu adanya peningkatan
fasilitas fisk serta kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai demi
peningkatan pelayanan administrasi kependudukan. Hal tersebut sesuai
dengan salah satu prinsip pelayanan yang tercantum dalam Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003 yaitu

tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai
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termasuk penyedia sarana teknologi telekomunikas dan informatika dan UU
No. 25 Tahun 2009 dijelaskan bahwa penyediaan fasilitas dan sarana

prasarana pelayanan yang memadai oleh penyel enggara pel ayanan publik.

Aspek Keandalan (Realiability)

Semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan pelayanan ini perlu
diimbangi dengan pelayanan yang maksima dan cepat yang menuntut
aparatur untuk cekatan dalam bekerja. Keandalan merupakan kemampuan
memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan
memuaskan, seperti ketepatan waktu, kecepatan dan kecermatan dalam
penyelesaiaan pelayanan.Keandalan disini merupakan sgauh mana para
aparatur dapat secara cepat, tepat dan kecermatan dalam setiap pemberian
pelayanan kepada masyarakat.

Daam memberikan pelayanan kepada masyarakat kehandalan dan
profesionalisme dalam memberikan suatu jasa dengan segera, akurat dan
memuaskan sangat diperlukan agar terciptanya kepuasan dalam diri
pelanggan. Kemampuan suatu Kantor Instansi Pemerintah pemberi jasa
untuk memberikan pelayanan sebagaimana yang dijanjikan dengan tepat
waktu, akurat, dan terpercaya serta memberikan pelayanan yang sama adalah
merupakan salah satu elemen penting yang harus dimilikioleh pemberi jasa

layanan.
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Dari hasil pendlitian terungkap bahwa masyarakat Torga Utara
merasa puas dengan pelayanan yang diberikan Bagian Pelayanan pada Sub
Bagian Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah
Kabupaten Torga Utara dalam aspek reliability (kehandalan) mengenai
kehandalan dalam menangani setiap keluhan masyarakat, handal dalam segi
waktu dan ketepatan proses pelayanan seperti yang disampaikan Bapak DRS.
Yulianus Thevy Tondok, M.Si : “Prosedurnya mudah, saya cuma nyerahin
syarat-syarat ke petugasnya dan mengikuti instruksi yang diberikan petugas
daam pengelolaan pengaduan masyarakat di  bidang kehumasan,
keprotokolan dan pemberitaan Pemerintah Daerah, sehingga pelayanannya
jadi cepat”.

Dari hasil wawancara dari masyarakat mengenai kecepatan petugas
dalam melayani masyarakat pada Sub Bagian Protokol dan Humas Bagian
Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Torgja Utara, untuk itu peneliti
mewancarai Kepala Pelayanan Umum yaitu

Jisan Pakilaran, S. IP sebagai berikut: “Terkait dengan pelayanan
publik bidang administrasi saya rasa cukup mudah asa masyarakat
membawa syarat-syarat yang dibutuhkan saat akan melaksanakan pelayanan.
Naman masih ada juga masyarakat yang belum paham dengan prosedurnya
sehingga masih banyak yang datang dengan tidak membawa persyaratan
yang lengkap sehingga masyarakat harus melengkapi syaratnya kembali”.

Hal itu dipertegas lagi dengan hasil wawancara dengan ibu Sri Lestari yang
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menyatakan bahwa “waktu yang ditetapkan, yaitu untuk melaksanakan
pengadministrasian kegiatan humas dan keprotokolan selama 4 hari. Dan
pelayanan yang sifatnya rekomendatif dan legalisasi langsung dapat ditunggu
hari itu juga”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa
prosedur pembuatan administrasi humas dan protokoler sebenarnya mudah
selama persyaratan serta berkas yang dibutuhkan sudah lengkap. Dalam
penyelesaian pekerjaan sendiri lama atau cepatnya berkas itu selesai sangat
bergantung pada pemohon sendiri. Hal utama yang sering menimbulkan
keterlambatan adalah kekurangan kelengkapan berkas yang dibawa oleh
pemohon sendiri sehingga membutuhkan waktu lebih dalam proses

penyelesaian.

. Aspek Daya Tanggap (Responsiveness)

Responsivitas pegawai sangat diperlukan dalam pelayanan publik
karena hal ini menjadi bukti serta tindakan nyata yang dilakukan organisasi
dalam menjawab serta mengenali kebutuahan dan aspirasi dari masyarakat.
Daya tanggap disini dapat berarti respon atau kesigapan petugas dalam
membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Untuk mengetahui
tanggapan masyarakat terkait daya tanggap petugas pelayanan pada Sub
Bagian Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah

Kabupaten Torgja Utara, peneliti mewawancarai Yustina, A.Md: “Sudah
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baik, saya tanya tentang persyaratan sama pegawai dilayani dengan baik”.
Ha ini pertegas dengan pengunjung lainnya yang menyatakan bahwa
“pegawai yang melayani saya sudah cukup baik, beliau menanyakan apakah
syarat-syarat untuk mengurus surat sudah dibawa semua”. Dengan keadaan
seperti ini dapat terlihat bawa aspek daya tanggap yang dimiliki petugas
pelayanan pada Sub Bagian Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha
Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara Sudah cukup baik dengan adanya
saling komunikasi antara petugas dan masyarakat dengan menayakan
kelengkapan berkas yang dibawa masyarakat.

Menanggapi pernyataan diatas peneliti mewawancarai vienty Frianto,
SIP, untuk mengetahui daya tanggap pegawai dalam menghadapai
kebutuhan masyarakat sebagai berikut:“membantu menjelaskan kesulitan
atau kebingungan masyarakat sehingga paham betul dan menjelaskan
persyaratan apa sga yang kurang dan persyaratan apa yang harus
dilengkapi”. Hal tersebut menunjukkan respon/daya tanggap yang diberikan
oleh Sub Bagian Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan
Sekretariat Daerah Kabupaten Torgja Utara sesuai dengan apa yang

dibutuhkan oleh masyarakat.

Aspek jaminan (Assurance)
Sub Bagian Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Sekretariat

Daerah Kabupaten Toragja Utara sebagai bagian yang berwenang menangani
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masalah protokoler dan humas khususnya warga. Banyaknya masyarakat
yang datang sudah seharusnya mendapatkan kenyamanan selama pelayanan
yaitu dengan cara memberikan rasa aman bagi masyarakat selama pelayanan,
baik dilingkungan kantor maupun di luar kantor. Oleh sebab itu, perlu adanya
suatu perbaikan pelayanan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat
selama pelayanan.

Menanggapi masalah keamanan dilingkungan sekitar area pada Sub
Bagian Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah
Kabupaten Torgja Utara peneliti mewawancarai Ahady Tandirrerung sebagai
berikut: “untuk keamanan saya rasa sudah cukup aman karena diluar sudah
disediakan lahan parkir beserta penjaga parkirnya. Dengan demikian
masyarakat tidak perlu was-was saat melakukan pelayanan”. Hal senada juga
disampaikan Yustina, A.Md bahwa “untuk keamanan saya dapat mengatakan
aman karena belum ada kejadian yang tidak baik ataupun kriminal di sini
seperti pencurian, ini berarti kan kondisi aman, selain itu kitadi sini juga ada
pengamanan dari satpol PP”

Tanggapan masyarakat yang mengatakan bahwa tingkat keamanan
pelayanan Sub Bagian Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan
Sekretariat Daerah Kabupaten Torgja Utara adalah aman dapat dilihat dari
tanggapan Ibu Murtini “Ya cukup aman karena sudah ada tukang parkir
untuk menjaga kendaraan yang dibawa sehingga tidak khawatir lagi”. Hal ini

dipertegas dengan pernyataan Jisan Pakilaran: “menurut saya lingkungan
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diruang pelayanan, perlu diberikan petugas jaga selain untuk keaman kan
juga bisa memberikan informasi terkait pelayanan”

Dari wawancara di atas dan dari hasil observas untuk masalah
jaminan khususnya keamanan Sub Bagian Protokol dan Humas Bagian Tata
Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Torga Utara sudah cukup
baik. Upaya meningkatkan kualitas pelayanannya terkait memberikan rasa
aman bagi masyarakat yaitu dengan menempatkan tukang parkir yang ikut
mengamankan keadaan di parkiran.

Selain dari jaminan keamananan lingkungan pelayanan ada yang
tidak kalah penting yaitu dengan adanya jaminan yang pasti terhadap
pemohon administrasi kependudukan dengan kemampuan yang diberikan
pihak instansi, sehingga mereka merasa puas. Dalam hal ini kompetensi
petugas pemberi pelayanan publik harus dengan tepat berdasarkan
pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.
Petugas pelayanan Sub Bagian Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha
Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Torga Utara telah berupaya
maksimal untuk melaksanakan tugas dengan baik proses pelayanan
berlansung. Apabila ada keluhan dari masyarakat pihak Sub Bagian Protokol
dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten
Torgja Utara akan segera menindak lanjuti.

Bagian Pelayanan Umum Sub Bagian Protokol dan Humas Bagian

Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Torgja Utara telah



5.

74

berupaya maksimal untuk melaksanakan tugas dengan baik selama proses
pelayanan berlangsung. Apabila ada keluhan dari masyarakat maka Sub
Bagian Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah
Kabupaten Torgja Utara akan segera menindak lanjuti. Hal tersebut sesuai
dadam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.
63/KEP/M.PAN/7/2003 dan UU No. 25 tentang Standar Pelayanan yang
salah satunya Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan
dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan

perilaku yang dibutuhkan.

Aspek Empati (Empaty)

Empati merupakan rasa peduli untuk memberikan perhatian kepada
masyarakat terhadap kebutuhan yang sedang membutuhkan pelayanan.
Sebagai instansi publik yang memberikan pelayanan dituntut untuk selalu
sigp daam membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
Kepedulian pegawal untuk selalu mengutamakan kebutuhan masyarakat akan
mendukung terciptanya kualitas pelayan publik. Untuk itu pendliti
mewawancarai Bapak Sampe terkait dengan sikap empati atau kepedulian
yang ditunjukan oleh petugas pelayanan, yaitu: “menerangkan dengan
sgjelasjelasnya agar pelayanan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat
dan menerima kritik maupun saran dengan sepenuh hati sebagai interopeksi

untuk layanan yang lebih baik”. Hal yang sama juga disampaikan oleh
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Ahady Tandirrerung sebagai berikut: “sebagai abdi negara, ya kita mau tidak
mau kita harus sigp dalam melayani dan juga membantu masyarakat seperti
menjelaskan apa sgja yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat-surat, jadi
pegawai disini tidak ada yang tidak siap”

Untuk mengetahui kesediaan pegawai dalam melayani masyarakat
yang membutuhkan pelayanan peneliti melakukan wawancara dengan Vienty
Frianto sebagai berikut: “Kesediaan petugas dalam melayani menurut saya
sudah cukup baik”

Dari hasil wawancara dengan masyarakat dapat diketahui masalah
kesediaan petugas dalam melayani masyarakat sudah baik dengan banyaknya
tanggapan masyarakat yang menyatakan cukup baik. Pemberian pelayanan
kesediaan aparat dalam memberikan informasi merupakan ha yang perlu
mendapat perhatian. Kesediaan pegawai dalam menberikan informasi
terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan akan dapat memperbaiki
cara pelayanan di mata masyarakat. Sehinngga dalam menciptakan pelayanan
prima masyarakat perlu didukung dengan adanya pegawai yang berempati

dalam membantu kebutuhan masyarakat yang butuh informasi.
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BABV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan
mengenai kualitas pelayanan publik bidang administrasi pada Sub Bagian
Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Torgja
Utara dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam aspek bukti fisik (tangible)
pada Sub Bagian Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah
Kabupaten Torgja Utara, pelayanan yang diberikan tergolong cukup memadai
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti masih sedikitnya
kursi diruang tunggu, belum adanya meja untuk menulis di ruang tunggu,
sarana informasi yang masih kurang. Fasilitas seperti genset kurang
dioptimalkan sehingga ketika listrik mati maka proses pelayanan terganggu
yang artinya ada kemungkinan masyarakat tidak dapat mendapatkan
pelayanan yang berkualitas.

2. Dalam aspek kehandalan (reliability), dari hasil penelitian terungkap bahwa
masyarakat Torgja Utara merasa puas dengan pelayanan yang di berikan pada
sub bagian Protokol dan Humas Sekretariat Daerah dalam aspek reliability
(kehandalan) mengenai kehandalan dalam menangani  setiap keluhan

masyarakat, handal dalam segi waktu dan ketepatan proses pelayanan
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Aspek daya tanggap (responsiveness) pegawai pada Sub Bagian Protokol dan
Humas Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Torgja Utara dalam
hal membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan khususnya
masyarakat yang bingung dengan pelayanan sudah terlihat antara petugas dan
pengunjung yang saling berkomunikasi. Hal ini ditunjukan dari petugas yang
mau membantu kesulitan yang dialami pengunjung.

Dilihat dari aspek jaminan (Assurance) khususnya keamanan pada Sub
Bagian Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten
Torgja Utara sudah menunjukanupaya meningkatkan kualitas pelayanannya
terkait memberikan rasaaman bagi masyarakat yaitu dengan menempatkan
tukang parkir yangikut mengamankan keadaan di parkiran. Kemudian ada
barang yangtertinggal di ruang pelayanan akan disipan oleh petugas
sampai pemiliknya mengambil.

Aspek empati (empathy), yang diberikan pegawai Sub Bagian Protokol dan
Humas Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Torgja Utara yaitu
dengan memberikan kesan yang menyenangkan. Hal itu dapatterlihat dari
sikap petugas yang menerangkan dengan sejelas-jelasnyamengenai prosedur
pelayanan dan menerima kritik mapun sarandengan sepenuh hati sebagai
interopeks untuk layanan yang lebih baik.

Adapun mengenai kendala dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik
pada sub bagian Protokol dan Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Torgja
Utarauntuk melaksanakan tugasnya sebagai pelayanan umum, pada Sub

Bagian Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten
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Torga Utara menghadapi beberapa permasalahan dalam  proses

penyel enggaraan pelayanan publiknya, yang antaralain sebagai berikut:

a

Sumber Daya A paratur

Memberikan pelayanan yang maksima kepada masyarakat sangat
dibutuhkan aparatur pemerintah yang memadai.Dengan keterbatasan
jumlah pegawai di bagian pelayanan umum sehingga dapat menghambat
kerja pelayanan publik kepada masyarakat dikarenakan pegawai harus
merangkap pekerjaan.

Kesadaran Masyarakat Salah satu faktor yang turut mempengaruhi
pelaksanaan tugas pelayanan pemerintah di wilayah Kabupaten Torgja
Utara dalah faktor kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat
dimaksudkan ialah kesadaran untuk mempersiapkan segala yang
menjadi persyaratan untuk melakukan suatu urusan pelayanan Sub
Bagian Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah
Kabupaten Torgja Utara, relasi antara aparat pemerintah dengan
masyarakat memang harus saling mendukung agar dapat mencapai
tujuan yang di harapkan, baik itu dari pihak masyarakat maupun dari
aparat pemerintah sendiri.

Sarana dan prasarana Keadaan sarana dan prasarana penyelenggarakan
pelayanan publik yang belum terpenuhi secara lancar bagi kepentingan
urusan pelayanan. Belum terpenuhinya tempat pelayanan dengan sarana
ruang tunggu/tamu serta belum ditunjang dengan fasilitasfasilitas yang

dapat menciptakan suasana nyaman bagi pemohon pelayanan. Ruang
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tunggu yang belum sesuai dengan volume kedatangan pengunjung,
kurang tersedianya tempat duduk dan meja/tempat untuk menulis
pengunjung, kamar kecil/toilet dan tempat sampah.

7. Upaya Mengatass Permasalahan daam  Meningkatkan Kualitas
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sub Bagian Protokol dan Humas Bagian
Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Toragja Utara:

a. Mengadakan program penyuluhan kepada masyarakat, untuk membantu
penyebaran dan pemahaman informasi kepada masyarakat, mengenai hal-
hal yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan.

b. Menyelenggarakan pelayanan yang tidak memberatkan dan menyulitkan
masyarakat Torgja Utara.

c. Meningkatkan profesionalisme masing-masing pegawai Sub Bagian
Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten
TorgaUtara.

d. Mengag ukan pengadaan fasilitas penunjang pelayanan publik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran
sebagal berikut :

1. Pada Sub Bagian Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah

Kabupaten Torgja Utara lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang

dianggap kurang memuaskan dalam proses pelayanan yaitu dimensi fasilitas
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fiskk (tangible) agar masyarakat dapat merasa puas dan nyaman saat
mel aksanakan pelayanan.

. Mengadakan program penyuluhan kepada masyarakat, untuk membantu
penyebaran dan pemahaman informasi kepada masyarakat, mengena hal-hal
yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan pada Sub Bagian Protokol dan
Humas Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Torgja Utara.

. Menyelenggarakan pelayanan yang tidak memberatkan dan menyulitkan
masyarakat Torgja Utara, pelayanan yang sederhana dan mudah dipahami.

. Memberikan pelayanan yang terbuka tethadap masyarakat baik biaya

pelayanan dan prosedur pelayanannya.
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PEDOMAN OBSERVAS

A. ldentitas Tempat Observas

1. NamaTempat . Sekretariat Daerah Kabupaten Torgja Utara
2. Alamat : J. DR. Ratulangi No. 72 Rantepao
3. WaktuObservass @ 12 Januari — 12 Maret 2018

B. Hal-Hal Yang Diobservasi

10.

K ebersihan dan kenyamanan ruangan pelayanan

Fasilitas dalam kantor

Kerapian dan kebersihan penampilan petugas

Pelayanan oleh pegawai yang cepat

Kemampuan pegawai untuk cepat tanggap dalam menghadapi dan
menyel esaikan keluhan dari masyarakat

Kondis lingkungan yang aman bagi masyarakat di kantor

Kemampuan pelayanan dari pegawai dalam bersikap sopan kepada
masyarakat

Penguasaan pengetahuan pegawa dalam menjawab pertanyaan, informasi
dan kebutuhan berkaitan dengan pelayanan yang disediakan

Kepedulian pegawai untuk selalu mengutamakan kebutuhan masyarakat
dalam pelayanan

Sikap yang ditunjukkan pegawai dalam memberikan perhatian dan

informasi kepada masyarakat



PEDOMAN TELAAH DOKUMEN

. ldentitas Tempat Pengambilan Dokumen

1. Nama Tempat
2. Alamat
3. Waktu

. Dokumen Umum

1. Struktur Organisasi
O Tersedia

2. Sgarah Organisasi
O Tersedia

3. Data pegawai
O Tersedia

Sekretariat Daerah Kabupaten Torgja Utara
J. DR. Ratulangi No. 72 Rantepao
12 Januari — 12 Maret 2018

O Tidak Tersedia

O Tidak Tersedia

O Tidak Tersedia

. Dokumen Yang Berhubungan Dengan Kualitas Pelayanan Administrasi

pada Sub Bagian Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan

Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara.

1. Dokumen/arsip peraturan yang berhubungan dengan pelayanan

administras

O Tersedia

O Tidak Tersedia

2. Data SOP pemungutan PKB

O Tersedia

O Tidak Tersedia



PEDOMAN WAWANCARA

. Identitas Informan

1. Nama : DRS. Yulianus Thevy Tondok, M.Si
2. Jabatan . Kabag Tata Usaha Pimpinan

3. WaktuWawancara  : 5 Februari 2018

4. LamaWawancara ;10 Menit

. Tanggapan Informan
1. InformasUmum

a. Bagamana Pendapat Bapak/lbu Pelayanan administrasi pada Sub
Bagian Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat
Daerah Kabupaten Torga Utara telah dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

b. Bagaimana proses pelayanannya ?

c. Siapa-siapayang terlibat dalam proses pelayanan ?

2. Tanggapan Mengenai Variabe Tangibles (bukti fisik)

a. Bagaimana Pendapat Bapak/lbu tentang sarana dan prasarana Pada
Bagian Sub Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan
Sekretariat Daerah kabupaten Torgja Utara ?

b. Bagaimanakah kondisi sarana dan prasarana Pada Sub Bagian Protokol
dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah

Kabupaten Torgja Utara ?



c. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu, apakah fasilitas Pada Sub Bagian
Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah
Kabupaten Torgja Utara sudah memenuhi pelayanan ?

d. Bagamana seharusnya sarana dan prasarana Pada Sub Bagian
Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah
Kabupaten Torgja Utara ?

. Tanggapan Mengenai Variabel Realibility(kehandalan)

a. Bagaimanakah kemampuan pegawai dalam menyediakan pelayanan?

b. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu, apakah pegawa telah mengetahui
tugas dan fungsinya ?

. Tanggapan Mengenai Variabel Responsivess (daya tanggap)

a. Apakah pegawai selalu ada pada saat jam kerja?

b. Jika tidak, adakah informasi kapan pegawai akan kembali
melakukan pelayanan ?

c. Apakah pegawa tanggap terhadap keinginan masyarakat dalam
memberikan pelayanan ?

. Tanggapan Mengenai Variabel Assurance (jaminan)

a. Apakah daam memberikan pelayanan, pegawa selau tepat waktu
daam menyelesaikan tugas sesuai dengan yang telah dijanjikan ?
Apakah pegawai selalu ramah dalam memberikan pelayanan ?

. Tanggapan Mengenai Variabel Emphaty (empati)

a. Seperti apa ketegasan yang diberikan oleh pegawai?

b. Seperti apa perhatian yang diberikan oleh pegawai ?



c. Daam melakukan pelayanan, apakah anda merasa masih ada

perbedaan perlakuan antara bidang satu dengan yang lain ?



PEDOMAN WAWANCARA

. Identitas Informan

1. Nama . Vienty Frianto, S. IP

2. Jabatan . Kasubag Tata Usaha Pimpinan
3. WaktuWawancara  : 20 Februari 2018

4. LamaWawancara : 20 Menit

. Tanggapan Informan
1. InformasUmum

a. Bagamana Pendapat Bapak/lbu Pelayanan administrasi pada Sub
Bagian Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat
Daerah Kabupaten Torga Utara telah dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

b. Bagaimana proses pelayanannya ?

c. Siapa-siapayang terlibat dalam proses pelayanan ?

2. Tanggapan Mengenai Variabe Tangibles (bukti fisik)

a. Bagaimana Pendapat Bapak/lbu tentang sarana dan prasarana Pada
Bagian Sub Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan
Sekretariat Daerah kabupaten Torgja Utara ?

b. Bagaimanakah kondisi sarana dan prasarana Pada Sub Bagian Protokol
dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah

Kabupaten Torgja Utara ?



c. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu, apakah fasilitas Pada Sub Bagian
Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah
Kabupaten Torgja Utara sudah memenuhi pelayanan ?

d. Bagamana seharusnya sarana dan prasarana Pada Sub Bagian
Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah
Kabupaten Torgja Utara ?

. Tanggapan Mengenai Variabel Realibility(kehandalan)

a. Bagaimanakah kemampuan pegawai dalam menyediakan pelayanan?

b. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu, apakah pegawa telah mengetahui
tugas dan fungsinya ?

. Tanggapan Mengenai Variabel Responsivess (daya tanggap)

a. Apakah pegawai selalu ada pada saat jam kerja?

b. Jika tidak, adakah informasi kapan pegawai akan kembali
melakukan pelayanan ?

c. Apakah pegawa tanggap terhadap keinginan masyarakat dalam
memberikan pelayanan ?

. Tanggapan Mengenai Variabel Assurance (jaminan)

a. Apakah daam memberikan pelayanan, pegawa selau tepat waktu
dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan yang telah dijanjikan ?

b. Apakah pegawal selalu ramah dalam memberikan pelayanan ?

. Tanggapan Mengenai Variabel Emphaty (empati)

a. Seperti apa ketegasan yang diberikan oleh pegawai?

b. Seperti apa perhatian yang diberikan oleh pegawai ?



c. Daam melakukan pelayanan, apakah anda merasa masih ada

perbedaan perlakuan antara bidang satu dengan yang lain ?



PEDOMAN WAWANCARA

A. IdentitasInforman
1. Nama
2. Jabatan
3. Waktu Wawancara

4. LamaWawancara

B. Tanggapan Informan

1. InformasiUmum

: Jisan Pakilaran, S.IP

Kasubag Protokol dan Humas

. 7 Februari 2018

;20 Menit

a. Bagamana Pendapat Bapak/lbu Pelayanan administrasi pada Sub

Bagian Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat

Daerah Kabupaten Torga Utara telah dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

b. Bagaimana proses pelayanannya ?

c. Siapa-siapayang terlibat dalam proses pelayanan ?

2. Tanggapan Mengenai Variabel Tangibles (bukti fisik)

a. Bagaimana Pendapat Bapak/lbu tentang sarana dan prasarana Pada

Bagian Sub Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan

Sekretariat Daerah kabupaten Torgja Utara ?

b. Bagaimanakah kondisi sarana dan prasarana Pada Sub Bagian Protokol

dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah

Kabupaten Torgja Utara ?



c. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu, apakah fasilitas Pada Sub Bagian
Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah
Kabupaten Torgja Utara sudah memenuhi pelayanan ?

d. Bagamana seharusnya sarana dan prasarana Pada Sub Bagian
Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah
Kabupaten Torgja Utara ?

. Tanggapan Mengenai Variabel Realibility(kehandalan)

a. Bagaimanakah kemampuan pegawai dalam menyediakan pelayanan?
Bagaimana Pendapat Bapak/lbu, apakah pegawai telah mengetahui
tugas dan fungsinya ?

. Tanggapan Mengenai Variabel Responsivess (daya tanggap)

a. Apakah pegawai selalu ada pada saat jam kerja?

b. Jika tidak, adakah informasi kapan pegawai akan kembali
melakukan pelayanan ?

c. Apakah pegawa tanggap terhadap keinginan masyarakat dalam
memberikan pelayanan ?

. Tanggapan Mengenai Variabel Assurance (jaminan)

a. Apakah daam memberikan pelayanan, pegawa selau tepat waktu
dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan yang telah dijanjikan ?

b. Apakah pegawal selalu ramah dalam memberikan pelayanan ?

. Tanggapan Mengenai Variabel Emphaty (empati)

a. Seperti apa ketegasan yang diberikan oleh pegawai?

b. Seperti apa perhatian yang diberikan oleh pegawai ?



c. Daam melakukan pelayanan, apakah anda merasa masih ada

perbedaan perlakuan antara bidang satu dengan yang lain ?



PEDOMAN WAWANCARA

A. ldentitas Informan

1. Nama : Ahady Tandirerung, S. Sos, MM

2. Jabatan . Kasubag Dokumentasi dan Pelaporan
3. Waktu Wawancara  : 10 Maret 2018

4. LamaWawancara : 20 Menit

B. Tanggapan Informan
1. InformasUmum

a. Bagamana Pendapat Bapak/lbu Pelayanan administrasi pada Sub
Bagian Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat
Daerah Kabupaten Torga Utara telah dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

b. Bagaimana proses pelayanannya ?

c. Siapa-siapayang terlibat dalam proses pelayanan ?

2. Tanggapan Mengenai Variabe Tangibles (bukti fisik)

a. Bagaimana Pendapat Bapak/lbu tentang sarana dan prasarana Pada
Bagian Sub Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan
Sekretariat Daerah kabupaten Torgja Utara ?

b. Bagaimanakah kondisi sarana dan prasarana Pada Sub Bagian Protokol
dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah

Kabupaten Torgja Utara ?



c. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu, apakah fasilitas Pada Sub Bagian
Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah
Kabupaten Torgja Utara sudah memenuhi pelayanan ?

d. Bagamana seharusnya sarana dan prasarana Pada Sub Bagian
Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah
Kabupaten Torgja Utara ?

. Tanggapan Mengenai Variabel Realibility(kehandalan)

a. Bagaimanakah kemampuan pegawai dalam menyediakan pelayanan?

b. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu, apakah pegawa telah mengetahui
tugas dan fungsinya ?

. Tanggapan Mengenai Variabel Responsivess (daya tanggap)

a. Apakah pegawai selalu ada pada saat jam kerja?

b. Jika tidak, adakah informasi kapan pegawai akan kembali
melakukan pelayanan ?

c. Apakah pegawa tanggap terhadap keinginan masyarakat dalam
memberikan pelayanan ?

. Tanggapan Mengenai Variabel Assurance (jaminan)

a. Apakah daam memberikan pelayanan, pegawa selau tepat waktu
dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan yang telah dijanjikan ?

b. Apakah pegawal selalu ramah dalam memberikan pelayanan ?

. Tanggapan Mengenai Variabel Emphaty (empati)

a. Seperti apa ketegasan yang diberikan oleh pegawai?

b. Seperti apa perhatian yang diberikan oleh pegawai ?



c. Daam melakukan pelayanan, apakah anda merasa masih ada

perbedaan perlakuan antara bidang satu dengan yang lain ?



PEDOMAN WAWANCARA

. Identitas Informan

1. Nama : Yusting, A. Md

2. Jabatan . Staf Tata Usaha Pimpinan
3. Waktu Wawancara  : 6 Maret 2018

4. LamaWawancara : 20 Menit

. Tanggapan Informan
1. Informasi Umum

a. Bagamana Pendapat Bapak/lbu Pelayanan administrasi pada Sub
Bagian Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat
Daerah Kabupaten Torga Utara telah dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

b. Bagaimana proses pelayanannya ?

c. Siapa-siapayang terlibat dalam proses pelayanan ?

2. Tanggapan Mengenai Variabe Tangibles (bukti fisik)

a. Bagaimana Pendapat Bapak/lbu tentang sarana dan prasarana Pada
Bagian Sub Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan
Sekretariat Daerah kabupaten Torgja Utara ?

b. Bagaimanakah kondisi sarana dan prasarana Pada Sub Bagian Protokol
dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah

Kabupaten Torgja Utara ?



c. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu, apakah fasilitas Pada Sub Bagian
Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah
Kabupaten Torgja Utara sudah memenuhi pelayanan ?

d. Bagamana seharusnya sarana dan prasarana Pada Sub Bagian
Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah
Kabupaten Torgja Utara ?

. Tanggapan Mengenai Variabel Realibility(kehandalan)

a. Bagaimanakah kemampuan pegawai dalam menyediakan pelayanan?

b. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu, apakah pegawa telah mengetahui
tugas dan fungsinya ?

. Tanggapan Mengenai Variabel Responsivess (daya tanggap)

a. Apakah pegawai selalu ada pada saat jam kerja?

b. Jka tidak, adakah informasi kapan pegawai akan kembali
melakukan pelayanan ?

c. Apakah pegawa tanggap terhadap keinginan masyarakat dalam
memberikan pelayanan ?

. Tanggapan Mengenai Variabel Assurance (jaminan)

a. Apakah daam memberikan pelayanan, pegawa selau tepat waktu
dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan yang telah dijanjikan ?

b. Apakah pegawal selalu ramah dalam memberikan pelayanan ?

. Tanggapan Mengenai Variabel Emphaty (empati)

a. Seperti apa ketegasan yang diberikan oleh pegawai?

b. Seperti apa perhatian yang diberikan oleh pegawai ?



c. Daam melakukan pelayanan, apakah anda merasa masih ada

perbedaan perlakuan antara bidang satu dengan yang lain ?



PEDOMAN WAWANCARA

A. ldentitas Informan
1. Nama . Ibu Sri Lestari
2. Jabatan . Masyarakat
3. Waktu Wawancara  : 8 Maret 2018

4. LamaWawancara : 20 Menit

B. Tanggapan Informan
1. InformasUmum
a. Bagamana Pendapat Bapak/lbu Pelayanan administrasi pada Sub
Bagian Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat
Daerah Kabupaten Torga Utara telah dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ? sudah
b. Bagaimana proses pelayanannya ? sudah sesuai dengan proses
pelayanan.
c. Siapa-siapayang terlibat dalam proses pelayanan ? mulai dari Kabag,
Kasubag, staf dan semua yang berkaitan dengan kegiatan.
2. Tanggapan Mengenai Variabe Tangibles (bukti fisik)
a. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu tentang sarana dan prasarana Pada
Bagian Sub Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan

Sekretariat Daerah kabupaten Torgja Utara ? cukup



b. Bagaimanakah kondis sarana dan prasarana Pada Sub Bagian Protokol
dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah
Kabupaten Torgja Utara ?dalam keadaan baik dan ada yang rusak
( Komputer )

c. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu, apakah fasilitas Pada Sub Bagian
Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah
Kabupaten Torgja Utara sudah memenuhi pelayanan ? sudah

d. Bagamana seharusnya sarana dan prasarana Pada Sub Bagian
Protokol dan Humas Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah
Kabupaten Torga Utara ? harus lengkap supaya pelayanan bisa

maksimal

3. Tanggapan Mengenai Variabel Realibility(kehandalan)
a. Bagaimanakah kemampuan pegawai dalam menyediakan pelayanan?
b. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu, apakah pegawa telah mengetahui
tugas dan fungsinya ?
4. Tanggapan Mengenai Variabel Responsivess (daya tanggap)
a. Apakah pegawai selalu ada pada saat jam kerja?
b. Jika tidak, adakah informasi kapan pegawai akan kembali
mel akukan pelayanan ?
c. Apakah pegawai tanggap terhadap keinginan masyarakat dalam
memberikan pelayanan ?
5. Tanggapan Mengenai Variabel Assurance (jaminan)
a. Apakah dalam memberikan pelayanan, pegawa selalu tepat waktu

dalam menyel esaikan tugas sesuai dengan yang telah dijanjikan ?



b. Apakah pegawai selalu ramah dalam memberikan pelayanan ?

6. Tanggapan Mengenai Variabel Emphaty (empati)

a

b.

Seperti apa ketegasan yang diberikan oleh pegawai?
Seperti apa perhatian yang diberikan oleh pegawai ?
Dalam melakukan pelayanan, apakah anda merasa masih ada

perbedaan perlakuan antara bidang satu dengan yang lain ?
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